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Judul :Peranan elektronik monitoring pelaksanaan anggaran (e-MPA) 
sebagai sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan 
integritas akuntabilitas pelaporan keuangan pada kantor 
kementerian agama kabupaten sinjai  
 
Penelitian ini membahas tentang peranan e-MPA sebagai sistem informasi 
akuntansi dengan tujuan untuk  mengetahui peranan e-MPA dalam mewujudkan 
transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan di Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Sinjai.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan 
mengumpulkan data tersebut menggunakan teknik wawancara, studi pustaka, studi 
dokumentasi, dan internet searching. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian serta mengkajinya dengan 
kajian pustaka yang telah ada. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan e-MPA sebagai sistem 
informasi akuntansi saat ini belum begitu efektif. Hal tersebut terkait dengan masalah 
Sumber Daya Manusia (SDM) ditambah dengan akses jaringan internet yang belum 
baik di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Sinjai itu sendiri. Masalah kesiapan 
SDM yang belum sepenuhnya paham dan menguasai sistem tersebut yang disebabkan 
karena background pendidikan yang tidak sesuai. Namun demikian, dengan adanya e-
MPA sangat terbantu didalam memberikan informasi keuangan secara tepat waktu, 







A. Latar Belakang  
Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik (good government) telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan bentuk 
kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya 
melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik 
(Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas sebagai alat kontrol, keberadaan pemerintah dalam 
situasi ini mengharuskan pemerintah untuk bertanggungjawab dalam meningkatkan 
tuntutan warga, masyarakat, kelompok/organisasi, lembaga, kementerian, dan 
ketidakpastian dari media massa (O’Donnell, et al 1998).  
Pemerintah bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan informasi dan 
penjelasan atas proses dan keputusannya kepada warga, lembaga-lembaga, 
masyarakat sipil, dan media. Dalam hal ini, akuntabilitas dianggap sebagai sarana 
untuk mengontrol pemerintah dan pejabat. Akuntabilitas sebagai jaminan untuk 
menggunakan sumber daya publik dengan benar (Gray, et al 1993). Salah satu aspek 
utama akuntabilitas adalah untuk memastikan bahwa pejabat tidak menyimpang dari 
aturan dan nilai-nilai dalam penggunaan sumber publik (Bornman, et al 1998). 
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Sementara itu, (Phartt, et al 2000) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas dapat 
meningkatkan legitimasi bagi para pejabat organisasi dan instansi pemerintah. Hal ini 
menjadi penting ketika kepercayaan pada pemerintah berkurang.  
Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang begitu penting, oleh 
karena itu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerinah daerah 
adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan 
keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-
prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kualitas dan kuantitas 
suatu kementerian/lembaga dapat disorot melalui laporan keuangan. Maka dipandang 
perlu  suatu sistem informasi pelaporan monitoring pelaksanaan anggaran, dalam 
upaya meningkatkan kualitas operasional suatu program yang berkontribusi dalam 
memandu pembuat kebijakan di seluruh instansi dan Kementerian/Lembaga terkait.   
Demokrasi yang sehat selalu punya tanda, kuatnya partisipasi warga serta 
tuntutan reformasi di bidang pengelolaan keuangan publik yang berfokus pada 
transparansi dan akuntabilitas. Melalui akuntabilitas semua data terbuka ke publik. 
Laporan keuangan yang memiliki akuntabilitas merupakan syarat tak terbantahkan 
tentang pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, kewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan segala hasil pelaksanaannya haruslah mencapai sasaran 
dan tujuan yang ingin dicapai oleh kementerian/lembaga, sebab akuntabilitas publik  
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mengharuskan pemerintah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan serta 
dituntut untuk tidak sekedar melakukan pelaporan kepada pemerintah.  
Akuntabilitas membuka kesempatan kepada setiap kementerian/lembaga, 
organisasi untuk menggunakan teknologi informasi semaksimal mungkin. 
Pembuktian akuntabilitas melalui kata-kata saja tidak cukup, sebab mewujudkan 
akuntabilitas juga harus menyesuaikan diri pada masa sekarang. Sehingga di era 
digital modern sekarang ini, seseorang dituntut untuk melakukan segala sesuatu 
dengan cepat, tepat, dan mudah karena demokrasi dipaksa sigap memberi informasi, 
bukan hanya dalam membuka pintu komunikasi melalui tatap muka, akan tetapi 
melalui teknologi digital yang terhubung langsung dengan jaringan internet sehingga 
siapapun bisa langsung mengaksesnya. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tidak 
lagi berjarak dengan publik karena adanya pengaruh sistem informasi yang demikian 
cepat. Dengan adanya teknologi kita berharap agar pemerintah dapat menuntaskan 
persoalan dan membuka diri agar tidak tergerus oleh zaman.  
Sejalan dengan hal tersebut, pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik juga menyebutkan bahwa hak 
memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi 
publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi 
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sementara 
Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka 
dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.  
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Peningkatan daya saing kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, serta 
pemanfaatannya pada berbagai sektor kehidupan termasuk sektor publik, telah 
mendorong pemerintah dan berbagai instansi untuk mengembangkan sebuah sistem 
informasi atau yang kemudian disebut e-government agar masayarakat semakin 
mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program dan anggaran yang 
dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Hal ini juga sesuai dengan 
implikasi dari stewardship theory yang mengatakan bahwa kepentingan publik dalam 
melaksanakan tugas dan sasarannya haruslah berfokus pada maksimalisasi pelayanan 
dan kepentingan publik, dan terkhusus Kementerian Agama, sebuah sistem aplikasi 
berbasis web telah diterapkan agar dapat memberikan kontribusi pada pemberian 
informasi keuangan, aplikasi ini disebut monitoring pelaksanaan anggaran secara 
elektronik atau e-MPA, penggunaan aplikasi e-MPA memudahkan transaksi data ke 
satuan kerja dan telah diterapkan sebagai alat yang paling aktual dalam membantu 
dan mempermudah melakukan monitoring, reporting, dan evaluasi terhadap 
anggaran, e-MPA sendiri merupakan salah satu sistem yang dikembangkan dalam 
rangka mewujudkan pengelolaan program dan anggaran yang akuntabel, guna 
menunjang pelaporan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Agama.  
Mutu laporan keuangan yang tercermin melalui e-MPA sangatlah 
berpengaruh terhadap keandalan informasi yang diharapkan mampu meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas ditengah krisis kepercayaan publik kepada pemerintah. 
Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa menurut Ian Ball dalam Harun (2009) 
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pemerintah yang justru menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan 
hak-hak publik, yaitu hak untuk diberi tahu, hak untuk mendapatkan informasi, dan 
hak untuk di dengar aspirasinya belum secara penuh optimal.  
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi akan berpengaruh 
terhadap kinerja organisasi, sebab kinerja sangat dipengaruhi oleh penguasaan 
teknologi oleh pegawai suatu kementerian/lembaga, instansi, dan organisasi 
(Mardjiono, et al 2009). (Bodnar dan Hopwood, 2006) menyatakan sistem informasi 
berbasis komputer merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang 
dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Informasi yang 
akurat dan terpercaya dibutuhkan SDM yang berkompeten dalam menunjang 
terlaksananya akuntabilitas, dan faktor manusia tidak dapat terlepas dari perannya 
dalam menentukan arah sistem itu berjalan.  
Sumber daya manusia memang terus bertambah dan memiliki kemampuan 
serta kompetensi yang luar biasa. Namun tak serta merta meningkatkan transparansi 
dan akuntabilitas pelaporan keuangan di tempat mereka berorganisasi. Teknologi 
yang seharusnya mudah diakses oleh mereka yang gigih namun dalam kenyataannya 
bahwa SDM dalam suatu organisasi yang merupakan hal penentu yang sangat penting 
bagi keefektifan berjalannya kegiatan didalam organisasi dan pemerintahan belumlah 
secara sadar mampu menghidupkan transparansi. Keberhasilan dan kinerja seseorang 
dalam suatu bidang pekerjaan banyak ditentukan oleh tingkat kompetensi, 
profesionalisme, dan juga komitmennya terhadap bidang pekerjaan yang ditekuninya 
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(Amilin dan Rosita, 2008). Para profesional (akuntan) merasa lebih senang 
mengorganisasikan diri mereka dengan organisasi profesi dalam melaksanakan tugas-
tugasnya dan mereka juga lebih ingin mentaati norma, aturan, dan kode etik profesi 
dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi (Copur, 1991).  
Alfiandri (2013) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia 
berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan yang merupakan salah satu syarat 
normatif laporan keuangan. Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama 
sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi 
tujuannya (Sudarmano, 2009:76). Kemampuan SDM yang menjalankan sistem untuk 
menghasilkan informasi keuangan dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi 
yang memadai atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan 
mengasah kemampuan.  
Sumber daya yang berkualias tentu juga menghasilkan informasi yang 
berkualitas. Akan tetapi bila sumber daya yang tak berkompeten juga akan membuat 
laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tak berkualitas. Sumber daya pada 
kementerian agama memiliki satuan kerja terbanyak diantara kemenerian lain, 
sehingga pengelolaan keuangan dan sumber daya didalamnya haruslah efekif dan 
transparan, namun entitas pada Kementerian Agama Kabupaten Sinjai tak memiliki 
kapasitas tersebut. Inilah yang menjadi kendala bagi Kemenetrian Agama Kabupaten 
Sinjai didalam menyusun laporan keuangan sebab tidak tersedianya tenaga akuntan 
yang profesional. Oleh karena itu, penggunaan sistem dalam menunjang pelaksanaan 
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tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, maka penggunaan e-MPA pada 
Kementerian Agama Kabupaten Sinjai merupakan salah satu bagian dari penerapan 
dan pemanfaatan informasi melalui teknologi di bidang pemerintahan. Akan tetapi 
perlu diketahui bahwa monitoring pelaksanaan anggaran memerlukan waktu, data, 
dan informasi yang tepat waktu pula, akurat, serta relevan, dan lengkap.  
Kegiatan monitoring pelaksanaan anggaran digunakan untuk melihat kondisi, 
memantau proses dan kemajuan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat terkait 
secara terus menerus, serta mengidentifikasi proses dan kemajuan pelaksanaan 
kebijakan, dan masalah penyimpangan yang terkait yang sering muncul di lapangan. 
Oleh karena itu, Kementerian Agama Kabupaten Sinjai berharap melalui sistem 
informasi e-MPA diharapkan publik yang telah melek informasi mudah 
memanfaatkan teknologi tersebut. Pemberian informasi kepada publik tidak terlepas 
dari salah satu ayat alqur’an yang tertera dalam surah An-Nisa ayat 58 yang 
menjelaskan bahwa :   
                                               
                          
Terjemahnya :  
“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan apabila kamu Allah menyuruhmu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum 
diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh 
Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah 




Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat atau informasi kepada 
yang berhak. Pengertian amanat dalam ayat ini ialah sesuatu yang dipercayakan 
kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata amanat dengan 
pengertian sangat luas meliputi amanat Allah kepada hamba-hambanya, amanat 
seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Kaitannya dengan 
penelitian ini adalah bahwa pihak yang berwenang diberikan amanat untuk 
menyampaikan informasi kepada masyarakat.  
Pemberian informasi melalui penggunaan teknologi untuk menunjang 
akuntabilitas pelaporan keuangan pada Kementerian Agama Kabupaten Sinjai telah 
memberikan angin segar terhadap pemberian opini. Terbuki e-MPA sebagai sistem 
yang dapat membantu dalam proses audit, Kementerian Agama mendapatkan opini 
WTP dari BPK pada tahun 2015. Sehingga untuk mendorong terlaksananya 
pelaporan keuangan yang akuntabel dengan adanya peraturan tentang e-MPA, 
diharapkan mampu memberikan bukti komitmen bahwa Kementerian Agama 
Kabupaen Sinjai mampu membuat terobosan dan inovasi dalam hal penyusunan dan 
pelaporan keuangan yang telah memenuhi syarat dan transparansi kepada publik.  
 Berbeda dengan stewardship theory, decision usefulness theory menjelaskan 
tentang pihak stakholders yang membutuhkan didalam mengambil keputusan, 
sehingga pelaporan keuangan dan pemberian informasi melalui e-MPA sudah sangat 
relevan. Adanya keterbukaan secara penuh, juga merupakan salah satu elemen dalam 
menopang akuntabilitas. Dengan demikian, transparansi merupakan kunci untuk 
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membangun lingkungan yang memiliki akuntabilitas. Lingkungan tanpa transparansi 
berarti ada suatu agenda yang tersembunyi. Juga berarti suatu lingkungan yang tidak 
memiliki kepercayaan dan memiliki akuntabilitas yang rusak (Maksun, 2006). 
Penyampaian dikatakan tepat waktu adalah ketika pelaporan tersebut disampaikan 
atau dipublikasikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan para pengambil 
keputusan menggunakannya dalam membuat keputusan (Romey dan Steinbart, 
2009:28)   
Berdasrkan pemaparan latar belakang diatas, maka saya memutuskan untuk 
mengambil judul Peranan Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA) 
sebagai Sistem Informasi Akuntansi dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas 
pelaporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.  
 
B. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus penelitian ini adalah agar ruang lingkup peneliti tidak luas dan lebih 
fokus untuk menghindari kesalahan, sehingga tidak menyimpang dari pokok 
permasalahan serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan 
identifikasi masalah tersebut, peneliti memfokuskan penelitian hanya pada fenomena 
mengenai peranan e-MPA dalam sistem pelaporan keuangan dan untuk mengetahui 
perannya didalam mewujudkan akuntabilitas keuangan.  
Objek penelitian dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Sinjai yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 08 Sinjai, yang merupakan 
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salah satu instansi pemerintah yang menggunakan elektronik monitoring pelaksanaan 
anggaran (e-MPA).  
Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan informan yang mendalam 
dan dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi mengenai e-MPA 
dalam membantu sistem pelaporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Sinjai. Sehingga dengan adanya sistem tersebut mampu membantu dalam 
memberikan informasi kepada masyarakat.  
 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan dengan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana peran e-MPA sebagai sistem informasi pelaporan keuangan dalam 
meningkatkan integritas dan akuntabilitas pada Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Sinjai? 
2. Bagaimana keefektifan dan kesiapan SDM dengan adanya sistem informasi 
akuntansi melalui aplikasi e-MPA?  
 
D. Tujuan Penelitian  
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Untuk mengetahui peran e-MPA sebagai sistem informasi pelaporan 
keuangan dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas pada Kantor 
Kemenerian Agama Kabupaten Sinjai 
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2. Untuk mengetahui keefektifan dan kesiapan SDM dengan adanya sistem 
informasi akuntansi melalui aplikasi e-MPA 
 
E. Manfaat Penelitian  
Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan 
terjawabnya rumusan masalah secara akurat. Manfaat penelitian harus dapat 
dibedakan antara manfaat teoretis, praktis, dan regulasi. Manfaat penelitian yang 
diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :   
1. Aspek Teoretis  
Teori ini dapat menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang tengah terjadi. 
Selain itu, teori ini juga memberikan wawasan yang luas bagi para akademisi 
untuk mengetahui peranan e-MPA dalam laporan keuangan kementerian 
agama sebagai sistem informasi yang digunakan untuk meningkakan 
akuntabilitas dan integritas laporan keuangan. Sehingga dapat memberikan 
kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di 
bidang akuntansi. Sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan standar akuntansi pemerintahan dan menjadi rujukan 
penelitian selanjutnya.   
2. Aspek Praktis  
Pada sisi lain, penelitian bermanfaat pula untuk memecahkan masalah dan 
juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para praktisi dan 
pembuat kebijakan yang berwenang bahwa melalui penelitian ini diharapkan 
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para pihak yang berwenang mampu dan semakin mudah didalam membuat 
keputusan pada penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan 
teknologi, informasi dan komunikasi. Selain itu, peneliian ini diharapkan 
menjadi bahan rujukan bagi para akademisi dan praktisi untuk mengkaji lebih 
dalam lagi mengenai tercapainya integritas dan akuntabilitas pelaporan 
keuangan dengan menggunakan e-MPA di satuan kerja Kementerian Agama 
Kabupaten Sinjai   
3. Aspek Regulasi  
Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi 
pembuat peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
anggaran, sehingga peraturan yang dihasilkan dapat secara efektif dan mampu 
membantu sistem pelaporan keuangan Kementerian Agama. Selain itu, 
dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pembuat kebijakan 
memerhatikan tentang kaidah-kaidah penyusunan laporan keuangan agar 






A. Teori Stewardship (Stewardship Theory) 
Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari agency theory 
yaitu Stewardship theory (Donaldson, 1991) yang menggambarkan situasi dimana 
para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih 
ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori 
tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan 
kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas 
kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada 
akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam  kelompok 
organisasi tersebut.  
Stewardship theory dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi 
sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006 dan 
Thorton, 2009) dan non profit lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson, 
2010) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik telah dipersiapkan 
untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan 
principals. Akuntansi sebagai penggerak berjalannya transaksi kearah yang semakin 
kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan 
perkembangan organisasi sektor publik.  
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Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas 
pada organisasi sektor publik, principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri 
fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi 
pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya 
(capital suppliers/principals) mempercayakan (trust=amanah) pengelolaan sumber 
daya tersebut kepada pihak lain (steward=manajemen) yang lebih capable dan siap. 
Kontrak hubungan antara steward dan principals atas dasar kepercayaan (trust= 
amanah), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang 
sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah stewardship theory.  
Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan 
eksistensi pemerintah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak 
sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan 
tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, 
sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat 
tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka 
stewards (manajemen dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan 
keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan 
laporan informasi keuangan yang berkualitas.  
 
B. Teori Kegunaan-Keputusan (Decision Usefullness Theory) 
Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi merupakan bagian dari teori 
normatif. Teori kegunaan-keputusan (decision-usefullness theory) dari informasi 
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akuntansi dikemukakan dalam disertasi Staubus untuk pertama kalinya pada tahun 
1954. Pendekatan model keputusan ditujukan untuk mengetahui informasi apa yang 
diperlukan untuk membuat keputusan. Teori kegunaan-keputusan mencakup 
mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan 
yang akan diambil oleh pengguna. Kegunaan keputusan informasi akuntansi 
mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji 
informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para 
pengambil keputusan yang akan menggunakannya. 
Premis dari teori kegunaan-keputusan adalah tujuan akuntansi untuk 
menyediakan informasi keuangan mengenai organisasi guna pengambilan keputusan. 
Tujuan akuntansi dikaitkan dengan stakeholders adalah menyediakan informasi 
keuangan mengenai suatu organisasi yang akan digunakan dalam pembuatan 
keputusan. Sikap manajemen terhadap penerapan suatu standar akuntansi 
berhubungan dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi akuntansi 
yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan. Teori 
kegunaan-keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah yang 
harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat 
dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. 
Pengelompokkan users dalam konsep decision-usefullness terbagi dalam tiga 
kelompok yaitu kelompok masyarakat, kelompok legislatif dan kelompok dewan 
pengawas. Kelompok masyarakat menggunakan laporan keuangan pemerintah untuk 
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mengevaluasi keefesienan dan keefektifan kegiatan yang dilakukan pemerintah, 
membandingkan hasil program yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya, 
menaksir operasional keuangan dan kondisi keuangan, dan untuk menentukan 
terlaksananya anggaran yang dibuat. Kelompok dewan pengawas menggunakan 
laporan keuangan pemerintah untuk mengevaluasi pendanaan dan pengeluaran yang 
dilakukan oleh eksekutif, membandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan 
realisasi anggaran yang terjadi, pengawasan aktivitas dana dan posisi keuangan untuk 
menganalisis keseimbangan dana. 
C. Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran  
Menurut Miarso (2007:62) teknologi adalah proses meningkatkan nilai 
tambah,  proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk, produk yang 
dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada, dan karena itu menjadi 
bagian integral dari suatu sistem. Dalam rangka mewujudkan kinerja pelaksanaan 
program dan anggaran yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel pada Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, maka perlu dilakukan monitoring kinerja 
pelaksanaan program dan anggaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi. Wuryaningrum (2007) menyatakan bahwa teknologi informasi yang 
diimplementasikan dalam organisasi seharusnya dapat memberikan manfaat pada 
kinerja organisasi serta memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Menurut 
Krismiaji (2010:4) sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses 
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data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk 
merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis.  
Monitoring pelaksanaan anggaran secara elektronik atau yang selanjutnya 
disebut e-MPA adalah suatu sistem pengendalian dan pemantauan kinerja 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan 
program dan anggaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi e-MPA 
dibuat untuk mempermudah melakukan monitoring, reporting, dan evaluasi. 
Monitoring dilakukan melalui pelaporan yang cepat dan akurat yang dilakukan oleh 
daerah-daerah yang menjalankan kebijakan untuk operasional anggaran dana. Setelah 
dimonitoring barulah diadakan evaluasi dari laporan yang diterima. Melalui e-MPA, 
Kementerian Agama menjadi mudah untuk memonitoring tanpa harus menunggu 
waktu yang lama dan mengevaluasi dengan cepat dan mudah karena disetiap instansi 
agama yang ada di daerah-daerah memiliki akun yang tertata didalam e-MPA.  
Beberapa contoh monitoring dan evaluasi dari pelaporan yang dilakukan oleh 
Kementerian Agama yaitu sistem informasi manajemen BOS, sistem informasi 
manajemen sertifikat guru, sistem informasi manajemen penyaluran tunjangan guru, 
sistem informasi manajemen bantuan rehabilitasi Madrasah, sistem informasi 
manajemen beasiswa dan lain-lain. Sistem dibangun dalam rangka memenuhi 
kebutuhan pimpinan Kementerian Agama guna menunjang pelaporan pelaksanaan 
anggaran dan program di lingkungan Kementerian Agama kepada Presiden, Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan, internal, dan masyarakat 
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terutama terkait dengan pelaksanaan yang terdiri dari rencana kegiatan pemerinah 
(RKP), instruksi Presiden, dan kegiatan prioritas Kementerian Agama.   
 
D. Akuntabilitas  
Akuntabilitas muncul dikarenakan adanya amanah kekuasaan yang diberikan 
pada orang atau pihak tertentu dalam melaksanakan tugasnya untuk pencapaian suatu 
tujuan tertentu dengan memakai alat pendukung yang ada. Penjelasan tersebut tersirat 
bahwa pihak penerima amanah harus memberikan informasi tentang implementasi 
dari amanah tersebut yang telah dipercayakan padanya dengan pengungkapan segala 
sesuatu yang dilihat, dirasakan, dan dilaksanakan, baik itu yang mencerminkan 
kegagalan maupun kesuksesan. Dapat juga dikatakan bahwa akuntabilitas adalah 
kewajiban dalam penyajian dan pelaporan segala kegiatan serta tindak yang 
dilaksanakan yang sesuai dengan amanah/mandat yang diembankan untuk pihak level 
yang lebih tinggi/atasannya. Hal yang dipertanggungjawabkan ialah kinerja 
(kegagalan dan kesuksesan) yang dicapai oleh organisasi (Mansfield, 1982 and 
Kearn, 1996).  
Akuntabilitas sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan pemerintah 
(Dubnick, et al 1992), tata pada kekuatan dan jaminan penggunaan yang benar dari 
sumber-sumber publik sering mengingatkan aspek negatif dan hukuman 
akuntabilitas, sementara akuntabilitas mengacu pada perbaikan dan pengembangan 
layanan pemerintah. Pada intinya semua peraturan menginginkan adanya transparansi 
dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Ledvina (1991) menyatakan bahwa 
19 
 
akuntabilitas kinerja merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
seorang petugas, baik masih berada pada jalur otoritasnya maupun sudah berada jauh 
diluar tanggungjawab dan kewenangannya. Menurut LAN dan BPKP (2000) 
akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau 
menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan 
suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta 
keterangan atau pertanggungjawaban.  
Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada 
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah 
dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 
peraturan perundang-undangan. Sebab kepemimpinan bukan perkara jabatan tapi soal 
menjawab persoalan, seraya aktif menebarkan harapan. Transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan memiliki ciri dan indikator :  
1. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan 
implimentasi kebijakan publik.  
2. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan 
tepat waktu.  
3. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan  
4. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan 
kegiatan (Dadang, 2006 dalam Insani 2009).  
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Adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka 
pemerintah akan bekerja lebih serius dan disiplin, proses perencanaan dan 
pelaksanaan anggaran pemerintah lebih partisipatif dan pro poor, mekanisme 
pengawasan baik internal maupun eksternal akan semakin kuat sehingga terhindar 
dari praktik KKN (Zetra, 2009). Disamping itu, dengan meningkatkan transparansi 
dan akuntabilitas keuangan, maka diharapkan kualitas pelayanan publik akan semakin 
baik dan akan terwujud tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance 
and clean governance). Transparansi memiliki arti keterbukaan (openness), yaitu 
keterbukaan pemerintah memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas 
pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi 
(Mahmudi, 2007). Dengan demikian transparansi merupakan kunci untuk 
membangun lingkungan yang memiliki akuntabilitas.  
 
E. Pelaporan Keuangan  
Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil utama dari proses 
akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data 
keuangan atau aktivitas suatu perusahaan, lembaga, dan kementerian dengan pihak-
pihak yang berkepentingan dengan data dan aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 
2002). Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi. 
Kebijakan akuntansi yang bersifat umum mengikuti kebijakan yang telah diterapkan 
dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP).  
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Kebijakan akuntansi yang ditetapkan pada Kementerian Agama adalah 
kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akun dan pelaporan keuangan dan 
penjelasan atas komponen laporan keuangan yang berfungsi sebagai pedoman dalam 
rangka penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Wahyono (2004:12) 
laporan keuangan yang bernilai (keterandalan), menyangkut dua elemen pokok yaitu 
informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan. Dalam menghasilkan 
informasi laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif 
yang memenuhi unsur-unsur,  
a. Relevan. Informasi laporan keuangan hendaknya :  
1)  Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)  
2)  Memiliki manfaat prediktif (predictive value)  
3)  Tepat waktu sehingga berguna dalam pengambilan keputusan  
4)  Lengkap agar kekeliruan penggunaan informasi dapat dicegah  
b.Andal. Informasi laporan keuangan memenuhi karakteristik  
1)  Penyajian jujur, menggambarkan transaksi peristiwa sebenarnya  
2)  Dapat diverifikasi (Verifiability) dan dapat diuji kembali yang hasilnya 
tidak berbeda  
3)  Netralitas, informasi untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 
kebutuhan pihak tertentu  
c. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 
laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.  
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d. Dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah 
yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.  
Demi terselenggaranya keterandalan pelaporan keuangan yang baik, maka 
harus ada sumber daya yang berkualitas, pemanfaatan teknologi yang baik dalam 
penggunaan sistem pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Kualitas informasi 
dalam pembuatan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang 
bekerja dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan. Sumber daya manusia 
adalah orang yang siap, mau, dan mampu, memberikan sumbangan dalam usaha 
pencapaian tujuan organisasional (Hullah, et al 2012)  
Laporan  keuangan yang disajikan secara subtansi harus menyajikan hal-hal 
sebagai berikut  
1. Menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil 
operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
2. Menyajikan aset berdasarkan karakteristiknya, menurut urutan likuiditas, 
sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.  
3. Menyajikan laporan operasional yang terdiri dari pendapatan dan beban 
yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional 
entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.  
4. Menyajikan catatan atas laporan keuangan (CaLK) secara sistematis 
dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan 
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bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam 
CaLK berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, 
laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya 
memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, 
termasuk komitmen dan kontinjensi, serta transaksi-transaksi lainnya.  
5. Menyajikan penjelasan atau pos-pos laporan keuangan. Penjelasan atas 
pos-pos tersebut tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif 
seperti “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah 
tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.  
 Laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi 
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas akuntansi dan entitas 
pelaporan selama satu periode akuntansi. Untuk memenuhi tujuan tersebut, penyajian 
laporan keuangan dengan komponen sebagai berikut :  
1. Laporan pelaksanaan anggaran yang disajikan dalam LRA. Laporan ini 
merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang entitas akuntansi dan 
entitas pelaporan Kementerian Agama menyajikan alokasi dan pemakaian 
sumber daya keuangan yang dikelola oleh kementerian dan menggambarkan 
perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.  
2. Laporan finansial salah satu didalamnya terdapat laporan operasional yang 
merupakan komponen laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas 
pelaporan keuangan kementerian yang menyediakan informasi mengenai 
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seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin pada laporan 
operasional, beban, surplus/defisit operasional dari kementerian agama yang 
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.  
3. Catatan atas laporan keuangan bagian dari laporan keuangan yang meliputi 
penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam 
laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan ekuitas. 
Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan transaksi 
laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi 
keuangan kementerian.  
 Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan 
entitas akunansi dan entitas pelaporan kementerian agama yang menyajikan alokasi 
dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh kementerian agama yang 
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode 
tertentu. Sementara belanja adalah semua pengeluran dari rekening kas umum negara 
yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan 
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali ke pemerinah.  
Laporan Operasional juga merupakan komponen laporan keuangan entitas 
akuntansi dan entitas pelaporan kementerian agama yang menyediakan informasi 
mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan kementerian agama yang tercermin 
pada pendapatan laporan operasional, beban, dan surplus/defisit operasional dari 
kementerian/lembaga yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 
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Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi 
berbasis akrual sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, 
dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen 
sumber yang digunakan dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan terdiri dari :  
a. Dokumen yang terkait dengan transaksi penerimaan  
I.  Estimasi pendapatan terdiri dari DIPA, revisi, dan/atau dokumen lain yang 
dipersamakan dengan DIPA  
II. Realisasi pendapatan, terdiri dari SSBP dan dokumen lain yang sah yang 
dipersamakan  
b. Dokumen yang terkait dengan transaksi pengeluaran yang terdiri dari  
I. DIPA, DIPA revisi, petunjuk operasional kegiatan dan dokumen lain yang 
dipersamakan  
II. Realisasi pengeluaran, terdiri dari SPP, SPM, dan SP2D, SPBBLU, dan SP2B-
BLU, SP2HL, dan dokumen lain yang dipersamakan  
c. Memo penyesuaian digunakan dalam rangka pembuatan jurnal penyesuaian untuk 
transaksi akrual dan jurnal aset.  
d. Dokumen yang terkait transaksi piutang, antara lain kartu piutang, daftar 
rekapitulasi piutang, dan daftar umur piutang.  
e. Dokumen yang terkait transaksi persediaan, antara lain kartu persediaan, buku 
persediaan, dan laporan persediaan.  
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f. Dokumen yang terkait transaksi konstruksi dalam pengerjaan (KDP), antara lain 
kartu KDP dan laporan KDP  
g. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan unit akuntansi 
seperti berita acara serah terima barang (BAST), surat keputusan (SK) 
penghapusan, SK penghentian dan/atau penggunaan kembali atas aset tetap/aset 
tak berwujud yang dalam kondisi rusak berat, laporan hasil opname fisik (LHOP), 
dan lain sebagainya.  
  Kualitas informasi yang buruk dapat mengakibatkan kerugian pada 
pengambilan keputusan (Ratifah dan Mochamad, 2012). Oleh karena itu, untuk 
memastikan keakuratan atas data laporan keuangan dan laporan barang milik negara 
yang dihasilkan dari proses akuntansi dan pelaporan, setiap unit akuntansi dan unit 
pelaporan wajib melakukan proses rekonsiliasi data. Pelaksanaan rekonsiliasi data 
terdiri atas :  
1. Rekonsiliasi internal, yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan 
keuangan dan laporan barang milik negara yang dilaksanakan antar subsistem 
pada masing-masing unit akuntansi dan/atau antar unit akuntansi yang masih 
dalam satu unit pelaporan  
2. Rekonsiliasi eksternal, yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan 
keuangan dan laporan barang milik negara yang dilaksanakan antara unit 
akuntansi yang satu dengan unit yang lain atau pihak lain terkait, tidak dalam 
satu unit pelaporan.  
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F.  Integritas Pelaporan Keuangan  
Mulyadi (2004) mendefenisikan integritas sebagai prinsip moral yang tidak 
memihak dan jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa 
adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya. Pada penelitian 
Mayangsari (2003) integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan 
yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Informasi yang 
ditampilkan menunjukkan kondisi suatu perusahaan yang sebenar-benarnya tanpa ada 
yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Laporan keuangan dikatakan berintegritas 
apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas realibility dan sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang berterima umum (Kieso, 2001). Menurut Schroeder (2001) 
reliability memiliki kualitas sebagai berikut  
a. Verifiability   
Laporan keuangan suatu entitas yang mempunyai kondisi yang sama dengan 
laporan keuangan entitas lain, akan mendapat opini yang sama jika diaudit oleh 
auditor yang berbeda  
b. Representational faithfulness  
Angka dan keterangan yang disajikan sesuai dengan apa yang ada dan benar-
benar terjadi  
c. Neutrally  
Informasi dari laporan keuangan harus diarahkan pada pemakai umum, dan 
tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh 
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ada usaha menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, 
sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai 
kepentingan berlawanan. Sebagaimana dijelaskan didalam Al Qur’an QS Al-
Hujarat/49:6 yang berbunyi :  
                                            
       
Terjemahnya :  
Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang 
kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti 
kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena 
kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali atas perbuatanmu 
itu (QS Al Hujarat ; 6)  
 
Dalam ayat ini, Allah memberikan peringatan kepada kaum mukminin, jika 
datang kepada mereka seorang fasik membawa berita tentang apa saja, agar tidak 
tergesa-gesa menerima berita itu sebelum diperiksa dan diteliti dahulu kebenarannya. 
Sebelum diadakan penelitian yang seksama, jangan cepat percaya kepada berita dari 
orang fasik, karena seorang yang tidak mempedulikan kefasikannya, tentu juga tidak 
akan mempedulikan kedustaan berita yang disampaikannya. Perlunya berhati-hati 
dalam menerima berita adalah untuk menghindari penyesalan akibat berita yang tidak 
diteliti atau berita bohong itu. Mempercayai suatu berita tanpa diselidiki 
kebenarannya, besar kemungkinan akan membawa korban jiwa dan harta yang sia-
sia, yang hanya menimbulkan penyesalan. Sama halnya pada Kementerian Keuangan, 
integritas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai juga sangat diperlukan 
dalam bekerja dan menyusun laporan keuangan. Integritas diartikan dengan rasa 
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suasana kebatinan dan keutuhan yang berasal dari kualitas seperti kejujuran dan 
konsistensi karakter. Jika dihubungkan dengan etika, integrias diartikan sebagai 
kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Seseorang yang memiliki integritas 
apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. 
 
G. Kerangka Konseptual  
Kerangka konseptual pada penelitian ini berdasarkan dari penjelasan 
stewardship theory dan decision usefulness theory yang relevan, maka pembahasaan 
mengenai peranan e-MPA sebagai sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan 
akuntabilitas dan integritas pelaporan keuangan yang sesuai dengan asumsi teori 
tersebut bahwa secara sederhana kerangka konseptual dapat dijelaskan melalui 
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A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis penelitian  
Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif (paradigm non posotivim) menekankan pada 
pemahaman terhadap realitas sosial. Penelitian ini dilakukan secara lebih 
mendalam dan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan bukan dalam 
bentuk statistik dengan pengukuran yang berfokus pada angka-angka.  
2. Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai di 
Jalan Jenderal Sudirman No. 08 Sinjai.  
 
B. Pendekatan Penelitian  
Peneliti akan mengkaji secara mendalam isu sentral dari struktur utama suatu 
objek kajian seperti dengan melalui konsep model sosial yang dapat 
diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan penelitian 
ekspronatori (menjelaskan). Pada penelitian deskriptif Kuncoro (2014) menjelaskan 
tipe umum dari penelitian ini meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap 
individu, organisasi, keadaan maupun prosedur. Fakta sebagai sesuatu yang unik dan 
memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami sesuatu. 
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Sehinggga dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan deskriptif didalam 
melakukan penelitian  
 
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian  
1. Jenis data  
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data subyek dan sumber 
data adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sanusi (2014:204) data 
primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. 
Sementara data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan 
oleh pihak lain. Adapun data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber 
tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian yang 
nantinya akan digunakan semaksimal mungkin demi mendorong keberhasilan 
penelitian ini. Pada penelitian ini, informan menilai dan memandang 
representase informasi terwakili oleh kualitas informasi yang diberikan 
informan. Informan dipandang cukup cakap dan layak untuk memberikan 
informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.  
2. Sumber data  
Selain itu sumber informasi juga dapat diperoleh melalui informan yang telah 
dipilih oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah  
a) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)   
b) Operator e-MPA  
c) Staf Keuangan  
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D. Teknik Pengumpulan Data  
Sebelum mengumpulkan data dan informasi yang valid serta akurat dalam 
penelitian, peneliti memiliki beberapa tahap didalam menyusun data dan informasi 
dari informan yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil 
penelitian. Adapun yang dipergunakan adalah sebagai berikut :  
1. Observasi yaitu peneliti terjun langsung untuk mendapatkan data pada tempat 
penelitian yang telah dipilih  
2. Dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa 
dokumen-dokumen, lampiran, dan laporan keuangan yang berkaitan dengan 
peranan e-MPA sebagai sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan 
akuntabilitas laporan keuangan.  
3. Metode wawancara yaitu dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan 
langsung kepada pihak Kantor tentang subyek penelitian yang dimaksud.  
4. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 
literatur yang erat hubungannya dengan masalah penelitian. Selain itu, sumber 
referensi dari buku panduan maupun jurnal yang terkait dengan masalah 
penelitian.   
5. Internet searching yaitu mengakses website dan situs-situs yang menyediakan 
informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Menggunakan internet 
sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti.  
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E. Instrument Penelitian  
Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat penelitian yang 
digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :  
1. Kamera  
2. Buku Catatan  
3. Alat Tulis  
4. Manuscript  
 
F. Pengolahan dan Analisis Data  
Pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari wawancara, 
dokumentasi, dan internet searching yang membantu dalam pengolahan data tersebut. 
Analisis data kualitatif digunakan bilamana data-data yang terkumpul dalam riset 
dapat dijelaskan kedalam beberapa tahap berikut :  
1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan  
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai 
data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data  
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan respon dengan melakukan 
horizonaliting, yaitu setiap pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang 
tindih dihilangkan  
4. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam 
bentuk satu kesatuan, selektif, dan dipahami.  
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5. Penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan data dan analisis yang telah 
dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam 
proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, 
dan implimentasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini. 
Data dalam penelitian ini dianalisis secara evaluasi. Langkah analisis yang 
digunakan atau yang ditempuh adalah memaparkan, menggambarkan 
bagaimana e-MPA berperan dalam pelaporan keuangan serta mengajukan 
beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang berwenang, sehingga data yang 
telah diperoleh kemudian dipaparkan untuk mendapatkan kesimpulan  
 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Validitas dan realibilitas pada penelitian kualitatif dinamakan sebagai 
kredibilitas. Penelitian kualitatif memiliki dua kelemahan utama yaitu peneliti tidak 
100% independen dan netral dari research setting, dan penelitian kualitatif sangat 
tidak terstruktur (messy) dan sangat interpretif. Penelitian ini menggunakan berbagai 
sumber data, teori, metode, dan investigasi secara konsisten sehingga menghasilkan 
informasi yang akurat.  
1. Uji validitas internal adalah data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian  
kualitatif yang dilakukan dengan memperpanjang pengamatan, peningkatan 
ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi, dan membercheck. Akan tetapi 
karena penelitian ini menggunakan berbagai sumber dan informasi, maka 
penelitian ini lebih tepat dengan menggunakan triangulation. Triangulasi sumber 
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data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan 
sumber data yang diperoleh. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, 
peneliti bisa menggunakan dokumen tertulis, arsip, sejarah, catatan resmi, atau 
tulisan pribadi, dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan 
menghasilkan bukti atau data yang berbeda pula mengenai fenomena yang 
diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk 
memperoleh kebenaran handal. Kemudian triangulasi dapat meningkatkan 
kedalaman pemahaman asalkan jika peneliti mampu menggali pengetahuan 
teoretis secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Hasil akhir 
penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. 
Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang 
relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan 
yang dihasilkan.  
2. Realibilitas  
Data menjadi pertimbangan menilai keilmuan suatu penelitian kualitatif. Tingkat 
debendabilitas dengan melakukan analisis data yang terstruktur dan berusaha 
untuk menginterpretasikan hasil penelitian dengan baik, sehingga peneliti yang 
lain akan membuat kesimpulan yang sama dalam menggunakan perspektif. 
3. Uji validitas eksternal  
Uji ini dilakukan dengan membuat hasil penelitian, sehingga dapat menentukan 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Sinjai  
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai merupakan sebuah instansi 
Kementerian/Lembaga vertikal berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara dan dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 
tentang Kementerian Agama dengan tugas pokok berdasarkan pasal 2 yaitu 
Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang agama untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan negara, meliputi 
uraian, tugas, fungsional, tata kerja, serta visi dan misi Kementerian Agama.  
a. Kondisi Umum  
Permasalahan dalam sektor publik pada dasarnya bermuara pada lemahnya 
sistem administrasi negara. Oleh karena itu, tidak salah jika publik mempersepsikan 
sistem administrasi negara saat ini adalah bagian dari permasalahan dan bukan 
sebagai solusi terhadap persoalan publik. Berbagai wacana perbaikan transparansi 
dalam berbagai dimensi organisasi negara muncul sebagai cakupan reformasi 
administrasi negara. Berbagai kebijakan telah dikembangkan untuk mengakomodasi 
wacana perubahan ini, antara lain UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJMN yang 
didalamnya terdapat RPJP bidang aparatur negara.  
Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Sinjai memengaruhi faktor internal 
organisasi. Artinya, kekuatan atau kelemahan sumber daya internal akan menentukan 
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tinggi rendahnya atau baik buruknya kinerja dan citra Kementerian Agama 
Kabupaten Sinjai. Itulah sebabnya, identifikasi terhadap kelemahan, keterbatasan dan 
atau berbagai kekurangan, perlu dilakukan secara cermat. Hal ini  dimaksudkan agar 
terhadap permasalahan atau kekurangan yang ada, dapat dikelola dan ditransformasi 
menjadi faktor kekuatan.  
b. Potensi dan Permasalahan  
Kementerian Agama mengemban amanah untuk melaksanakan tugas 
pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 
Kementerian Agama memandang perlu untuk melakukan pembenahan internal untuk 
meningkatkan kinerjanya melalui perencanaan strategis yang lebih menjawab 
tantangan dan kebutuhan organisasi yang konsisten dengan kebijakan perencanaan 
pembangunan pemerintah pada tahun mendatang.  
Seiring dengan tuntutan perubahan struktur organisasi Kementerian Agama 
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian Agama sebagai 
lembaga yang diberikan mandat dalam pengembangan agama dan keagamaan, 
menghadapi berbagai permasalahan kelembagaan yang menyebabkan kinerja 
kementerian agama belum optimal.  
1) Kekuatan  
Secara kualitas, sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, jumlah pegawai 
Kementerian Agama Kabupaten Sinjai mencapai 207 orang yang tersebar di 
berbagai unit kerja Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Berikut ini adalah 
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jumlah pegawai PNS Kementerian Agama Kabupaten Sinjai berdasarkan unit 
kerja :  
Tabel 4.1 
Jumlah pegawai PNS berdasarkan Unit Kerja Tahun 2016 
Nomor Unit Kerja Jumlah 
1 Kepala Kantor 1 
2 Sub Bagian Tata Usaha 16 
3 Seksi Pendidikan Madrasah 4 
4 Seksi Pendidiksn Diniyah dan Pondok Pesantren 4 
5 Seksi Pendidikan Agama Islam 4 
6 Seksi penyelenggaraan Haji dan Umrah 3 
7 Seksi Bimas Islam 4 
8 Penyelenggaraan Syariah 3 
9 Kelompok jabatan fungsional 24 
10 Kua Kecamatan Sinjai selatan 4 
11 Kua Kecamatan Sinjai Timur 3 
12 Kua Kecamatan Sinjai tengah 4 
13 Kua Kecamatan Bulupoddo 4 
14 Kua Kecamatan Sinjai Borong 2 
15 Kua Kecamatan tellulimpoe 2 
16 Kua Kecamatan Pulau sembilan 3 
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17 Kua Kecamatan Sinjai Barat 4 
18 Kua Kecamatan Sinjai Utara 4 
19 MAS dilingkungan Kabupaten Sinjai 15 
20 MTs dilingkungan Kabupaten Sinjai 42 
21 MIS dilingkungan Kabupaten Sinjai 46 
22 RA / BA dilingkungan Kabupaten Sinjai 11 
 Jumlah 207 
  Sumber : renstra kemenag sinjai  
Permasalahan dan kebutuhan persebaran tenaga fungsional disebabkan oleh 
kelangkaan tenaga kerja dengan kualifikasi dan kompetensi yang memadai 
menjadi penting karena adanya kebutuhan pegawai di seluruh unit kerja di 
lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, termasuk adanya kebutuhan 
rotasi dan pengisian jabatan-jabatan tertentu.  
2) Permasalahan  
Pada dimensi SDM, permasalahan internal yang diidentifikasi sebagai 
permasalahan Kementerian Agama Kabupaten Sinjai antara lain :  
a) Terbatasnya SDM yang memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa 
sebagai salah satu syarat untuk menjadi PPK dan ULP/pejabat pengadaan 
b) Kapasitas SDM internal masih relatif kurang optimal jika dikaitkan 
dengan beban kerja  
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c) SDM yang dimiliki, secara kualitas dan kuantitas tidak merata, sehingga 
pekerjaan sering terkonsentrasi pada individu/pegawai tertentu saja.  
3) Dimensi kelembagaan  
Berbagai permasalahan strategis yang teridentifikasi antara lain adalah :  
a) Sistem informasi manajemen serta ketersediaan data base kondisi 
lingkungan strategis masih lemah 
b) Kurang terinternalisasinya visi bersama di seluruh jajaran pimpinan dan 
staf serta antar unit kerja.  
4) Dimensi ketatalaksanaan manajemen  
a) Sistem perencanaan program kerja jangka lima tahunan yang kurang 
terpola secara jelas, sehingga menghasilkan perencanaan yang lemah. 
Kondisi ini menjadi semakin terasa karena kurangnya komitmen dan 
konsistensi terhadap renstra yang sudah disusun sebagai hasil 
perencanaan. 
b) Lemahnya koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan 
program antar unit/satker, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam 
hal ukuran tingkat capaian kinerja program menjadi tidak jelas, 
keterkaitan antar program tidak jelas, serta peran dan kinerja organisasi 
menjadi tidak jelas.  
c) Mekanisme pembinaan dan koordinasi belum berjalan dengan baik karena 
tidak adanya standar mekanisme koordinasi, serta pembagian peran antar 
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satker di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sinjai yang kurang 
jelas.  
d) Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas-tugas Kementerian 
Agama Kabupaten Sinjai belum terkelola dengan baik. 
c.  Visi dan Misi  
Visi “Terwujudnya masyarakat Sinjai yang taat beragama, rukun, cerdas, 
mandiri, dan sejahtera lahir batin (Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 
2010 yang disesuaikan)”   
Misi  
I. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama  
II. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama  
III. Meningkatkan kualitas RA, Madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan 
keagamaan  
IV. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji  
V. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa .  
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Gambar 4. 1 









B.  Akuntabilitas dan Integritas Pelaporan Keuangan   
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai merupakan salah satu instansi 
vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor 
Kementerian Agama provinsi Sulawesi Selatan. Secara garis besar Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Sinjai mempunyai visi dan misi yang menjadi 
patokan dan tolak ukur untuk meningkatkan kinerja bagi aparatur/pegawainya. Untuk 
meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil, 
bersih, dan bertanggungjawab serta untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah (AKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam 
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mencapai misi good governance (kepemerintahan yang baik) maka untuk mendukung 
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola 
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan 
kepatuhan. Sebab keuangan tak bisa ditangani oleh sembarang orang.  
Instansi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Sinjai 
memiliki kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap pemimpin atau pejabat yang 
ditunjuk dalam memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan 
seluruh transaksi yang dilakukan entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu 
periode sesuai dengan Peraturan UU No. 71 tahun 2010 tentang Akuntansi 
pemerintahan yang memberikan gambaran tentang sistem pelaporan keuangan 
berbasis akrual. Walaupun demokrasi sebatas jalan untuk berkuasa namun 
transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah, akan tetapi 
dalam pelaksanaannya, akuntabilitas memerlukan transparansi sebab esensi dari 
demokrasi adalah akuntabilitas, sedangkan esensi dari transparansi adalah 
keterbukaan.  
Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/pmk.05/2015 tentang pedoman 
penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian/lembaga dijelaskan 
bahwa laporan keuangan kementerian negara/lembaga disampaikan kepada Menteri 




1. Laporan Keuangan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli 
tahun anggaran berjalan  
2. Untuk Laporan Keuangan Tahunan diatur sebagai berikut :  
a. Laporan keuangan (Unaudited) disampaikan paling lambat pada tanggal 
terakhir di bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir.  
b. Laporan keuangan tahunan asersi final akan ditentukan waktunya sesuai 
dengan kesepakatan antara pemerintah dengan Badan Pemeriksa Keuangan. 
Apabila tanggal-tanggal tersebut merupakan hari libur/hari besar maka 
laporan keuangan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya. 
Sementara jadwal penyusunan dan pengiriman laporan keuangan kementerian 
negara/lembaga dijelaskan pada tabel berikut :  
Tabel 4.2 




Unit Organisasi  
Jadwal Penyampaian 
Bulanan LK Semester 1 LK Tahunan 
UAKPA - 15 Juli 2XXO 22 Januari 2XX1 
UAPPA-W - 21 Juli 2XXO 5 Februari 2XX1 
UAPPA-EI - 26 Juli 2XXO 15 februari 2XX1 
UAPA - 31 Juli 2XXO Akhir februari 2XX1 




1) Laporan Keuangan yang disampaikan ke unit akuntansi dan pelaporan keuangan 
diatasnya adalah laporan keuangan yang transaksi keuangannya direkonsiliasi/ 
dikonfirmasi dengan KPPN. 
2) Tahun 2XXO adalah untuk tahun anggaran berjalan . 
3) Tahun 2XX1 adalah 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berjalan . 
4) Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan 
jadwal penyampaian laporan keuangan selain ketentuan di atas berdasarkan 
kebutuhan internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun kebutuhan tiap 
kementerian negara/lembaga dengan tidak melewati batas waktu penyampaian 
laporan keuangan semester I pada 31 Juli dan tahunan pada akhir Februari untuk 
UAPA. 
Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah yang merupakan pengganti PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang informasi 
keuangan daerah [4] yang isinya “Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses 
pembangunan sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan 
kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan 
daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.” 
Laporan keuangan yang dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 
merupakan suatu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai 
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dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengiktisaran sampai dengan pelaporan 
posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian/lembaga. Ada beberapa 
pertimbangan bahwa pada UU No 11 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi 
publik mengharuskan semua data terbuka ke publik. Oleh karena itu, Menteri Agama 
mengeluarkan sebuah aturan tentang e-MPA dimana e-MPA tersebut merupakan 
sebuah sistem aplikasi komputer yang digunakan di jajarannya, termasuk 
Kementerian Agama Kabupaten Sinjai untuk meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas pelaporan keuangan. Pada petikan wawancara dengan Bapak Usman, 
dia mengatakan bahwa :  
“penggunaan e-MPA ini merujuk pada PMA Nomor 14 tentang penggunaan 
teknologi informasi dalam menunjang program dan anggaran, dan dikatakan 
disitu e-MPA ini merupakan syarat dan standar sebagai aplikasi yang dipakai 
pemerintah. Makanya kami pake monitoring sesuai dengan tupoksinya untuk 
menyinambungkan antara misi yang diemban dan tuntutan kinerja dengan 
output program kegiatan yang harus dilaksanakan…. Sehingga diharapkan e-
MPA bisa memenuhi tantangan”. (Senin, 06 Maret 2017)  
 
Penggunaan teknologi informasi diatur dalam PMA No. 14, dalam peraturan 
tersebut menyatakan bahwa penggunaan e-MPA merupakan salah satu syarat dalam 
menunjang program dan anggaran bagi pemerintah, e-MPA tersebut dapat 
mengintegrasikan antara misi dan tuntutan kerja yang salah satunya dapat diharapkan 
bisa memenuhi tantangan kerja dan memahami betul bagaimana visi mengarah di 
lingkup Kementerian Agama Kabupaten SInjai. Teknologi informasi digunakan 
dalam rangka untuk menunjang Aparatur Sipil Negeri (ASN) untuk menggunakan 
teknologi sebaik mungkin, sehingga dengan adanya aplikasi tersebut dapat membantu 
48 
 
didalam pemberian informasi laporan keuangan melalui sebuah sistem. Oleh karena 
itu, e-MPA ini mampu menjawab tantangan pemerintah akan kebutuhan sistem 
informasi laporan keuangan yang sangat genting. Hal tersebut senada dengan 
pernyataan yang diberikan oleh operator e-MPA, Khairil Asbar sebagai berikut :  
“e-MPA ini adalah sistem aplikasi yang berbasis web yang dibuat Sekjen 
Kementerian Agama supaya pengelolaan program dan anggaran lebih 
transparan dan akuntabel…. Tidak Cuma itu saja, ini e-MPA berguna juga 
untuk pengawasan pada pelaksanaan program… kegiatan… persediaan dalam 
menyusun laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah” (Kamis, 09 Maret 
2017).  
 
 Tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan 
keuangan, e-MPA juga memiliki fungsi sebagai pengawasan didalam menjalankan 
dan melaksanakan program dan anggaran, sehingga dengan adanya e-MPA mampu 
dengan cepat dilakukan monitoring terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
pemerintah. Oleh karena adanya sistem tersebut, informasi keuangan dapat 
dipertanggungjawabkan.  
Sistem ini memang bukan sistem yang sempurna akan tetapi e-MPA ini 
adalah ruang terbuka bagi setiap orang untuk mengetahui informasi keuangan. 
Elektronik monitoring pelaksanaan anggaran (e-MPA) yang terintegrasi dengan 
komputer dan internet membuat sistem informasi lebih cepat karena dengan 
gampangnya di akses oleh semua pihak. Dijelaskan juga bahwa e-MPA ini adalah 
aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap program dan 
anggaran yang akan dilaksanakan agar tidak menyimpang dari kegiatan yang 
semestinya. Selain itu, aplikasi e-MPA ini dipersiapkan didalam menyusun laporan 
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keuangan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Demikan juga pernyataan yang 
disampaikan oleh salah seorang staf keuangan bernama Habibi Sampang, ia 
menuturkan bahwa :  
“Ini e-MPA sudah terlaksana sejak tahun 2015 dan punya fungsi memperkuat 
akurasi perencanaan dan penganggaran program setiap tahun, jadi bisami 
menyeimbangkan misinya kemenag dengan menjalankan program yang 
dilaksanakan” (Selasa, 07 Maret 2017) 
 
Pada pernyataan Bapak Habibi ini, dikemukakan bahwa e-MPA memiliki 
fungsi didalam memperkuat akurasi perencanaan dan penganggaran. Artinya bahwa 
e-MPA ini meningkatkan ketepatan waktu didalam melakukan perencanaan 
penganggaran. Sehingga, informasi tentang laporan keuangan bisa lebih cepat dan 
tepat waktu. Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan juga bahwa e-MPA telah 
memenuhi syarat, ketentuan, dan standar sebagai aplikasi yang digunakan 
kementerian/lembaga dalam meningkatkan integritas laporan keuangan sebagaimana 
yang diatur dalam keputusan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja negara.  
Sistem e-MPA ini dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan satuan 
kerja yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan 
laporan perubahan ekuitas. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Sinjai dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah 
dengan menggunakan nilai perolehan historis. Penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan tahun 2016 mengacu pada standar akuntansi pemerintah (SAP). Disamping 
itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang 
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sehat di lingkungan pemerintahan. Berikut kutipan pernyataan Bapak Usman terkait 
pos-pos akun pada penyajian laporan keuangan untuk menghasilkan informasi yang 
akurat dan relevan, beliau menjelaskan bahwa :  
“Dalam laporan keuangan kementerian agama, ada aspek-aspek penting yang 
harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan sebelum dimasukkan 
kedalam sistem e-MPA, ada yang namanya serapan DIPA, realisasi anggaran, 
dan Operasional.. ini penting, karena dalam pembuatan laporan keuangan kita 
juga harus mengikuti SAP yang ada” (Senin, 06 Maret 2017)   
 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan hal yang terpenting didalam 
pembuatan laporan keuangan di Kementerian Agama. Oleh sebab itu, sebelum 
laporan keuangan dimasukkan kedalam sistem, ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan seperti DIPA, realisasi anggaran, dan operasional dengan 
memperhatikan kaidah-kaidah tersebut, maka laporan keuangan semakin mudah 
untuk disajikan dan dilaporkan kepada BPK. Apabila standar yang ada dianggap telah 
memenuhi SAP. Maka dengan mudah dapat dilakukan audit.  
Penjelasan tersebut sebagai berikut : 
1. Rencana dan Realisasi fisik  
Menggambarkan rencana dan realisasi secara fisik pelaksanaan kegiatan 
setiap satuan kerja  
2. Realisasi output DIPA merupakan bagian dari aplikasi monitoring kinerja 
pengganggaran, dimana setiap satuan kerja harus melaporkan tingkat 
realisasi volume dari setiap output dalam DIPA yang dilaksanakan   
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3. Pengiriman data ADK SAI merupakan media pengiriman data ADK SAI 
yang selama ini dilaksanakan secara berjenjang dengan menggunakan 
email dan fisik. Diharapkan akan mempermudah pengiriman data ADK 
yang dilakukan secara langsung oleh setiap satuan kerja yang online dapat 
dimonitor secara berjenjang   
4. Dokumen Pencairan Anggaran merupakan implementasi dari MoU antara 
Kementerian Agama dengan BPK dimana diharapkan Kementerian 
Agama dapat menyediakan fasilitas e-audit yang dapat diakses secara 
langsung oleh BPK. Setiap satker berkewajiban untuk melakukan upload 
seluruh dokumen yang terkait dengan pencairan anggaran berdasarkan 
nomor surat perintah pencairan dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh KPPN 
setenpat.  
5. Manajemen User merupakan modul yang diberikan kepada moderator 
pada tingkat kanwil guna mengelola pengguna atau operator e-MPA  
 
Mulai tahun 2015 pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis 
akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi 
pemerintahan.  Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam 
penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 
Desember 2016 yang berbasis cash accrual diklasifikasi menjadi ekuitas sesuai 
dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun 
berjalan dengan tahun sebelumnya dalam laporan operasional dan laporan perubahan 
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ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian 
akuntansi berbasis akrual pertama kali sejak dilaksanakannya. Pada pelaksanaan 
akuntansi pemerintah yang masih berbasis kas, penting untuk diketahui dan dipahami 
bahwa data yang tersimpan didalam sistem dapat menimbulkan permasalahan, namun 
dengan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual maka permasalahan yang 
mungkin akan timbul akibat perubahan waktu dan pengiriman data dapat dikelola 
dengan baik melalui sistem berbasis akrual sesuai dengan peraturan UU No. 71 tahun 
2010 dan dengan peraturan tersebut menjadikan sistem berbasis web (e-MPA) 
semakin mudah untuk digunakan. Seperti yang dikutip dalam wawancara dengan 
bapak Usman, ia mengatakan :  
“sebelum adanya e-MPA pelaporan keuangan disini, masih pake sistem 
manual…. Jadi kalau mau mengirim data harus pake email dan juga kan 
kalau pake email ada batas sama jangka waktunya… jadi agak lama…. Tapi 
setelah beralih ke sistem e-MPA…. Semua jadi gampangmi.. apalagi kalau 
mau dilakukan audit. (Senin, 06 Maret 2017)  
 
Kementerian Agama didalam memberikan informasi tentang laporan 
keuangan masih menggunakan sistem manual (microsoft excel). Sistem manual disini 
merupakan sistem tradisional yang masih digunakan oleh sebagian instansi dan 
pemerintah yang belum beralih ke sistem yang berbasis web. Penggunaaan sistem 
manual digunakan dengan cara mengirim data melalui email yang telah disediakan. 
Akan tetapi, terdapat batasan waktu yang memungkinkan memakan waktu yang lama. 
Namun dengan keberadaan e-MPA semakin mempermudah dilakukannya audit. 
Lebih lanjut lagi, narasumber menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi di 
53 
 
Kementerian Agama Kabupaten Sinjai dalam penyusunan laporan keuangan sesuai 
standar akuntansi keuangan entitas terdiri dari keterbatasan waktu, yang terjadi 
dikarenakan satker yang lalai, terbatasnya jumlah pihak yang menangani keuangan, 
dan juga jaringan internet. Hal kecil seperti ini yang terkadang memengaruhi kualitas 
informasi laporan keuangan, yang mana jumlah pihak yang menangani keuangan 
bukanlah sembarang orang, melainkan orang yang memiliki kapabilitas dan 
kemampuan yang memadai. Sementara itu, faktor jaringan internet menjadi paling 
sering penghambat terlaksananya pelaporan keuangan.  
C. Peranan Elektronik Monitoring Pelaksanaan anggaran (E-MPA)  
Pemanfaatan teknologi informasi, khususnya pengelolaan informasi dan 
transaksi elektronik mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan 
kinerja organisasi/instansi pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat dan percepatan pelaksanaan e-goverment (Hamzah, 2009). Perubahan 
dalam pola penyusunan laporan keuangan yang awalnya secara manual dilihat tidak 
efektif, efisien dan untuk nilai keandalan suatu laporan keuangan masih kurang 
keakuratannya karena penyusunan laporan keuangan secara manual lebih besar risiko 
terjadi kesalahan, oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan 
keuangan sangatlah dibutuhkan, salah satu contohnya dengan menggunakan 
komputer yang lebih akurat dan konsisten dalam melakukan perhitungan (Primayana 
2014). Penggunaan sistem sangatlah penting untuk memberikan informasi keuangan 
yang akurat oleh karena itu di kementerian agama juga memberlakukan sebuah 
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sistem melalui peraturan Menteri Agama yang mewajibkan penggunaan e-MPA 
dilingkupnya.  
Aplikasi e-MPA adalah aplikasi yang mengintegrasikan proses pengumpulan 
data, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan program dan anggaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 
Program dan kebijakan dilakukan untuk pencapaian visi dan misi kementerian agama 
yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I selaku 
penangungjawab program yang berisi kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan 
dengan indikator kinerja yang terukur. Dalam wawancara bersama Bapak Heri selaku 
operator e-MPA ia mengatakan bahwa :  
“e-MPA merupakan salah satu instrumen Kemenag untuk memenuhi 
pembuatan laporan keuangan yang baik. e-MPA itu merupakan instrumen 
yang paling cepat, semua bisa menggunakan. Kalau masih ada yang belum 
komitmen, mungkin belum paham” (Kamis, 09 maret 2017)  
 
Pemahaman terhadap e-MPA sangatlah dibutuhkan oleh setiap pengguna, 
sebab e-MPA merupakan sistem yang wajib dan mudah digunakan. Selain itu, dengan 
menggunakan instrument e-MPA ini dapat menghemat waktu didalam penyajian 
laporan keuangan sehingga diharapkan pengelola atau operator dapat memahami 
tatacara penggunaan instrument tersebut. Melalui e-MPA diharapkan setiap ASN 
(Aparatur Sipil Negara) menilai dan melihat langsung kemampuan dan integritas 
mereka diuji.  
Sistem e-MPA adalah instrumen bagi kemenetrian agama untuk memenuhi 
pembuatan laporan keuangan yang baik sekaligus e-MPA menjadi begitu penting 
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didalam memperbaiki reformasi birokrasi di bidang keuangan kementerian agama, 
sebab penggunaan e-MPA sangatlah mudah hanya saja ada segelintir atau beberapa 
orang yang belum faham tatacara penggunaannya. Hal ini disebabkan karena arus 
informasi yang demikian cepat. Pada wawancara tersebut juga, operator e-MPA 
menerangkan tentang penggunaan e-MPA yang sangat tepat, sebab dengan adanya e-
MPA melalui teknologi informasi yang mewadahi pelaku akuntansi maka laporan 
keuangan pada setiap entitas dapat dibuat dan disajikan dengan andal serta dapat 
memberikan informasi yang berguna bagi penggunanya. Pemanfaatan teknologi 
informasi tersebut mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem 
manajemen dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi 
informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh 
masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009). 
Hubungan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan mengacu 
pada ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Oleh sebab itu, e-MPA digunakan dengan 
tujuan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan semakin cepat, mudah, dan efektif. 
Ditambahkan lagi oleh Bapak Heri bahwa :  
“penerapan e-MPA ini digelar dalam rangka menindaklanjuti arahan Meneteri 
Agama Lukman Hakim Saifuddin kepada seluruh jajaran termasuk disini 
tentang laporan keuangan kementerian agama supaya tidak lagi mendapat 
opini disclimer seperti waktu 2006. Nah ini e-MPA kita pake disini untuk 
melakukan monitoring, pengendalian, evaluasi program dan anggaran jadi 
jangan main-main sama laporan keuangan. (Kamis, 09 Maret 2017)  
 
Pada wawancara tersebut, Menteri Agama menghimbau kepada seluruh 
jajarannya termasuk Kementerian Agama Kabupaten Sinjai untuk menggunakan 
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sistem informasi keuangan berbasis akrual yang terintegritas dengan komputer yang 
disebut aplikasi e-MPA, penggunaan sistem ini diharapkan agar laporan keuangan 
kementerian agama tidak lagi mendapatkan opini disclimer seperti halnya di tahun 
2006, sebab dengan opini disclimer tersebut membuktikan bahwa citra kementerian 
agama tidak dapat menjaga marwah lembaganya. Namun, sejak diberlakukannya 
sistem e-MPA tersebut dapat mengubah dan menjadikan laporan keuangan 
kementerian agama lebih transparan dan akuntabel dan hal ini dibuktikan pada 2015 
BPK memberikan opini WTP pada laporan keuangan kementerian agama sehingga 
dengan adanya sistem informasi keuangan tersebut, dapat meningkatkan kualitas 
laporan keuangan pada Kanor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.   
Pemakaian e-MPA juga bertujuan untuk mengontrol atau memonitoring serta 
mengevaluasi kembali program dan anggaran yang akan direalisasikan. Pada 
pemaparan tersebut menggambarkan bahwa dalam mewujudkan transparansi dan 
akuntabilitas informasi laporan keuangan, penggunaan e-MPA merupakan kewajiban 
bagi setiap jajaran, sebab dengan adanya e-MPA kementerian agama menjadi mudah 
untuk memonitoring tanpa harus menunggu waktu yang lama serta dapat 
mengevaluasi dengan cepat dan mudah karena disetiap institusi Agama yang ada di 
daerah-daerah sudah memiliki akun yang tertata di dalam e-MPA. Diharapkan 
seluruh pengguna anggaran di lingkungannya agar berkomitmen menjalankan 
program e-MPA untuk pengawasan anggaran secara elektronik. Agar melalui e-MPA, 
setiap satuan kerja di kementerian agama memberikan laporan penggunaan 
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anggarannya setiap bulan dengan meng-upload data penggunaan dalam sistem e-
MPA, sehingga monitoring dapat dilakukan lebih cepat. Seperti yang diungkapkan 
oleh Bapak Habibie bahwa :  
“dengan adanya laporan keuangan yang baik bisa menjadi pertimbangan di 
instansi kami…. Bahwa kami, transparan dalam menggunakan anggaran… 
dulu memang masih banyak instansi yang belum transparan tapi sejak adanya 
ini aturan pemerintah, mau tidak mau kita juga harus menjalankannya” 
(Selasa, 07 Maret 2017) 
 
Kewajiban untuk mengawasi salah satu alasan diberlakukannya sistem e-MPA 
sehingga pemberian informasi laporan keuangan adalah suatu keharusan bagi setiap 
instansi, kementerian/lembaga. Sistem informasi akuntansi berbasis akrual sesuai 
peraturan menteri keuangan menandakan bahwa kemajuan arus informasi di bidang 
keuangan negara merupakan hal yang mutlak, sebab hal tersebut menjadi 
pertimbangan di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai bahwa instansi tersebut 
transparan dalam mengelola keuangan negara dalam hal kebijakan maupun anggaran. 
Sejak adanya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka 
penggunaan anggaran dalam keuangan negara sangatlah penting untuk 
dipublikasikan, dengan penggunaan anggaran yang baik maka dapat memberikan 
gambaran akan komitmen kementerian agama untuk mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, berwibawa sesuai misi yang 
diemban.  
Monitoring sendiri merupakan kegiatan pengumpulan data perencanaan, 
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran untuk mengidentifikasi 
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permasalahan sekaligus mengantisipasi permasalahan yang akan timbul. Elektronik 
monitoring pelaksanaan anggaran (e-MPA) bertujuan untuk rnenyediakan data dan 
informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran dalarn rangka 
rnewujudkan kinerja pelaksanaan program dan anggaran yang transparan, efisien, 
efektif, dan akuntabel. Sistem informasi tersebut dilaksanakan dengan menjunjung 
tinggi prinsip partisipatif, efisien, efektif, mudah, handal, akurat, cepat, dan aman. 
Monitoring dilakukan melalui pelaporan yang cepat dan akurat yang 
dilakukan oleh daerah-daerah yang menjalankan kebijakan untuk oprasional anggaran 
dana. Pelaporan itu dikirim melalui e-MPA dan setelah dimonitoring barulah 
diadakan evaluasi dari laporan yang diterima. Jika dilihat basis ini terbilang mudah 
dan cepat dari yang sebelumnya. Walaupun harus dilakukan pemisahan pelaporan 
serta mengedit pengelompokan ulang laporan secara satu persatu.  
Sebelum dilakukan penginputan kedalam sistem pihak kementerian Agama 
menunjuk operator sebegai orang yang bertanggungjawab dalam mengelola sistem 
dan melakukan identifikasi juga telaah atas pelaksanaan kegiatan dalam dokumen 
laporan keuangan kemudian pagu anggaran dalam DIPA dan melaporkan realisasi 
anggaran tersebut dan barulah melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan anggaran 
ke sistem e-MPA yang telah diselesaikan. Ditekankan juga oleh bapak Habibie bahwa  
“dipihak kementerian agama sebaik apapun sistem yang kita miliki terkait 
dengan teknologi informasi, tapi kalau pegawai (SDM) yang mengelolanya 
tidak memiliki kepedulian, concern dan hobi, bisa dipastikan bahwa sistem itu 
tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan apalagi di era 
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sekarang kan semuanya sudah serba cepat dan canggih, jadi tidak ada lagi 
istilah berbelit-belit, biar lama asal selamat... tidak berlaku lagi yang begitu, 
yang ada cepat, tepat, dan mudah” (Selasa, 07 Maret 2017)  
 
SDM sangat memengaruhi sistem yang ada, sebab SDM adalah pengelola 
sistem itu berjalan. Sementara Kementerian Agama Kabupaten Sinjai sangat 
kekurangan SDM akan tetapi disisi lain memiliki satuan kerja/unit yang begitu 
banyak diantara Kementerian lain. Pengelola sistem informasi harus berfokus 
terhadap bidangnya, sebab apabila pengelola ini tidak memiliki kepedulian terhadap 
bidangnya, maka dapat dipastikan sistem tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang 
diharapkan. Menurut Bapak Habibie ada beberapa hal yang seringkali menyebabkan 
terhambatnya pengisian e-MPA yaitu karena data dalam aplikasi tidak diisi secara 
lengkap atau hanya sebagian yang diisi, proses pengisian data terlambat, data yang 
diisi tidak akurat. Ini terjadi karena pegawai kurang memperhatikan dasar hukum, 
minimnya pemahaman tentang e-MPA, kurangnya komitmen, tidak ada koordinasi di 
unit dan tentunya karena kekurangan SDM yang menangani keuangan. Oleh karena 
itu, dengan sistem informasi yang telah ada ini, sangat berguna bagi pemberian 
informasi laporan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Selain 
itu, Bapak Usman menambahkan :  
“pemberian sosialisasi serta pendidikan dan pelatihan secara berkala kepada 
pegawai dan menambah jumlah SDM terutama yang memiliki latar belakang 
pendidikan akuntansi akan semakin mudah didalam menyusun dan 
memberikan informasi kepada khalayak tentang laporan keuangan” (Senin, 
06 Maret 2017)  
Pemberian sosialisasi serta pendidikan dan pelatihan sangat menunjang dan efektif 
untuk meningkatkan kemampuan pegawai di lingkup Kementerian Agama Kabupaten 
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Sinjai dan apabila diperlukan maka penambahan SDM yang menangani keuangan 
dengan latar belakang pendidikan akuntansi atau komputer sangatlah memadai, sebab 
akan semakin memudahkan didalam penyusunan dan pemberian informasi laporan 
keuangan kepada yang membutuhkan. Selain itu pula, dengan adanya sosialisasi 
tersebut akan mengurangi beban kerja operator.  
D. Sumber Daya Manusia  
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas memang tak gampang, berbagai 
persoalan dan kendala banyak menghadang, belum lagi masalah SDM yang sulit 
mengakses. Akan tetapi sumber daya merupakan salah satu unsur didalam mencapai 
terwujudnya akuntabilitas dalam pelaporan keuangan yang baik. Menurut Romney 
dan Steinbart (2011), penerapan teknologi sistem informasi akuntansi di perusahaan 
dapat memberi nilai tambah bagi pengguna dalam bentuk penyediaan berbagai 
informasi keuangan untuk kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan 
keputusan perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja 
perusahaan secara keseluruhan. Penggunaan sistem informasi akuntansi melalui 
aplikasi e-MPA sangat berpengaruh terhadap SDM di lingkup Kementerian Agama 
Kabupaten Sinjai, terbukti melalui e-MPA Pak Usman selaku pejabat pembuat 
komitmen mengatakan bahwa :  
“Penyusunan laporan keuangan tentu saja bukan tidak mungkin terjadi 
kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, oleh karena itu pemerintah 
membutuhkan sebuah sistem yang terintegrasi dengan komputer yang disebut 
e-MPA. Dengan e-MPA diharapkan kinerja setiap satuan kerja dapat 
ditingkatkan dan dipantau secara reguler dan dijadikan dasar penilaian kinerja 
satuan kerja lain” (Senin, 06 Maret 2017)  
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Elektronik monitoring pelaksanaan anggaran (e-MPA) menjadi patokan 
didalam penyusunan laporan keuangan, sebab dengan menggunakan sistem tersebut 
dapat mengurangi dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada. Selain itu, e-
MPA juga diharapkan dapat mengawasi dan mengevaluasi satuan kerja sesuai dengan 
tujuan awalnya. Kinerja pegawai dapat dipantau secara terus-menerus sehingga 
melalui sistem ini dapat dijadikan dasar penilaian terhadap pelaporan keuangan yang 
baik serta menjadi dasar didalam menilai suatu entitas. Laporan keuangan merupakan 
cerminan suatu instansi kementerian/lembaga. Oleh karena itu, kualitas laporan 
keuangan membuka pintu munculnya pemerintahan yang bersih dan transparan. 
Peran satuan kerja dijadikan patokan atau penilaian kinerja atau capaian suatu 
kementerian/lembaga di pemerintah. Namun dikatakan oleh Pak Heri selaku 
pengelola e-MPA ia mengatakan bahwa :  
“pemberian informasi laporan keuangan melalui sebuah sistem bukanlah hal 
yang baru, bahkan pemerintah mengharuskan penggunanya untuk 
menggunakan berbagai perangkat yang memungkinkan informasi laporan 
keuangan dapat disajikan tersebut secara cepat, mudah, dan praktis. Akan 
tetapi banyak kriteria dan faktor yang harus diperhatikan salah satunya SDM”. 
(Kamis, 09 Maret 2017)  
 
Profesionalisme, kualitas, dan kuantitas menunjukkan bahwa dalam bekerja, 
SDM sangatlah penting, sebab informasi laporan keuangan dinilai dari kinerja SDM 
dalam menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai 
dengan standar dan tidak mengutamakan kaidah-kaidah yang berlaku perlu menjadi 
perhatian. Penyajian laporan keuangan yang cepat, praktis, dan mudah bukanlah hal 
yang baru di era digital sekarang ini. Tinggal bagaimana SDM itu, meningkatkan 
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kualitasnya, kuantitasnya, dan profesionalisme dalam memberikan informasi 
keuangan. Sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas didalam Al 
Qur’an pun telah di jelaskan bahwa etos kerja merupakan hal yang penting dan di 
Surah At Taubah ayat 105 yang berbunyi sebagai berikut :  
                                           
                   
Terjemahnya :Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan 
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan. 
  
Ayat ini menjelaskan kepada setiap umat Islam diperintahkan untuk bekerja 
keras, sehingga menjadi umat yang mampu (kuat ekonominya). Umat Islam yang 
mampu lebih unggul dibandingkan dengan umat Islam yang kurang mampu. Umat 
Islam yang mampu dan beriman, dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan umat 
Islam lain yang masih lemah dari ancaman kekafiran. Allah SWT akan menempatkan 
dan memberi balasan dari setiap amal perbuatan manusia kelak di akhirat  
Jumlah sumber daya manusia yang tepat dan dengan kompetensi yang baik 
akan memengaruhi keterandalan pelaporan keuangan, oleh karena itu kapasitas dan 
kompetensi sumber daya manusia harus saling berhubungan. Kapasitas sumber daya 
manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), 
atau suatu sistem yang digunakan untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau 
kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus 
63 
 
dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-
keluaran (output) dan hasil-hasil (outcomes) (Indriasari dan Nahartyo, 2008). 
Dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Habibie yang mengemukakan :  
“walaupun SDM disini masih sangat kurang, akan tetapi semua ASN dituntut 
professional sebagaimana mestinya. Dan disini juga tidak semuaji berlatar 
belakang agama, saya sendiri berasal dari sosial nah, ada juga 5 motto budaya 
kerja kemenag yang mesti ditiru untuk memotivasi semua pegawai supaya 
meningkatkan integritasnya, karena itu juga termasuk penilaian… dan yang 
terpenting adalah kejujuran” (Selasa, 07 Maret 2017) 
 
Kinerja SDM di sebuah kementerian/lembaga disorot melalui 
keprofesionalannya, sebab berbagai risiko muncul terjadi karena SDM yang belum 
mampu bersikap sebagaimana mestinya. Jumlah SDM di Kementerian Agama 
Kabupaten Sinjai memang terbilang masih sedikit, namun bukan berarti tidak mampu 
meningkatkan kinerja. Sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang, 
mengakibatkan berbagai hambatan, akan tetapi dengan 5 motto budaya kerja maka 
kinerja pada entitas haruslah betul-betul ditanamkan dalam diri setiap ASN bahwa 
keprofesionalan dan kejujuran merupakan penilaian yang paling utama. Dalam hal ini 
informan memberikan penjelasan bahwa para pegawai di Kementerian Agama 
Kabupaten Sinjai seharusnya dipekerjakan berdasarkan latar belakang pendidikan, 
pengalaman, pencapaian, kejujuran, dan integritas, serta persyaratan kerja yang 
sesuai. Sehingga mereka bekerja sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Tak 
ada lagi pekerjaan yang tidak terkonsentrasi akibat kurangnya sumber daya manusia 
di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.  
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Ada hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam hal pembuatan laporan 
keuangan, dan melaksanakan tugasnya, seorang PIC (Person In Change) / Operator 
dapat dibantu oleh beberapa orang dalam menyiapkan data sesuai dengan 
kewenangan dan tugasnya masing-masing. PIC bertanggungjawab terhadap validitas 
data yang diinput dalam sistem dan keamanan dari data yang telah diinput pada 
tingkat satuan kerja. Pak Heri menambahkan :  
“Kalo dikatakan tidak berkompeten tidak mungkin karena tentunya orang-
orang yang berkompeten yang ditunjuk… Cuma dalam tanda kutip disini 
bahwa saya sebagai operator tidak berkompeten dengan latar pendidkan 
saja…. Tapi kami disini.. ikut pelatihan khusus sebagai syarat menjadi 
operator e-MPA dengan bukti sertifikat” (sambil memperlihatkan sertifikat 
kepada pewawancara) (Kamis, 09 Maret 2017) 
 
Pada kutipan wawancara tersebut, pengelola atau operator yang menjalankan 
sistem e-MPA laporan keuangan bukanlah orang yang berasal dari latar belakang 
pendidikan komputer atau akuntansi. Akan tetapi, operator merupakan orang yang 
dilatih khusus dalam suatu pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan oleh instansi 
informan yang dipersyaratkan sebagai penanggungjawab dalam mengelola sistem 
tersebut yang dibuktikan melalui sertifikat sebagai sarana bahwa operator merupakan 
orang yang berkompetensi di bidangnya. Program pelatihan seharusnya mengajarkan 
para ASN akan tanggungjawab mereka, tingkat kinerja dan perilaku yang diharapkan, 
kebijakan, prosedur, serta budaya kerja.  
Narasumber memastikan bahwa SDM yang mengelola sistem informasi 
keuangan adalah orang yang tepat dan paham betul sistem informasi itu berjalan. 
Menurutnya, mengelola sistem informasi bukan sekedar menunaikan tupokasi saja, 
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sebab disitu ada kapasitas, kapabilitas atau profesionalitas, serta minat dan bakat. 
Sistem tersebut membutuhkan kecepatan dan keakuratan selain pengguna sistem itu 
sendiri.  
Salah satu dari kekuatan pengendalian terbesar adalah kejujuran pegawai, 
salah satu dari kelemahan pengendalian terbesar adalah ketidakjujuran pegawai. 
Kebijakan SDM dan praktik-praktik yang mengatur kondisi kerja, insentif pekerjaan, 
dan kemajuan karir dapat menjadi kekuatan dalam mendorong kejujuran, efisiensi, 
dan layanan yang loyal. Kebijakan SDM harus berisi tingkatan keahlian yang 
diperlukan, perilaku etis, dan integritas yang diperlukan.  
E.  SIA pada Laporan Keuangan di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai  
Integritas menjadi panglima, oleh sebab itu laporan keuangan wajib 
dipertanggungjawabkan kepada publik, tujuannya untuk memudahkan pemahaman 
dan pekerjaan sehingga memudahkan pencapaian tujuan. Maka dari itu diperlukan 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan 
keuangan yang berkualitas. Akuntansi dan sistem infomasi akuntansi bertitik tolak 
dari suatu landasan yang terdiri dari berbagai konsep, yaitu konsep mengenai 
akuntansi itu sendiri, konsep sistem, konsep informasi, konsep organisasi dan konsep 
pengambilan keputusan (Nunuy, 2009). Pada wawancara bersama dengan Bapak 
Usman, narasumber menyebutkan :  
“sehubungan dengan itu saya selaku pemberi komitmen sangat menekankan 
kepada para pelaksana untuk dapat bekerja secara profesional dengan 
penerapan 5 budaya kerja kementerian agama yaitu integritas, profesional, 
inisiatif, tanggungjawab, dan keteladanan… dan disini juga ada namanya 
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pembinaan integritas… supaya pegawai bekerja dengan menserasikan antara 
hati.. pikiran.. dan perbuatan.. sehingga nampak sifat kejujurannya dengan 
istilah sehari-hari kerja malempu malomoi pammase dewata (Senin, 06 Maret 
2017)  
  
Melalui 5 motto budaya kerja kementerian agama maka kinerja suatu SDM 
dapat ditempatkan sesuai dengan kapasitasnya, sehingga niscaya informasi keuangan 
melahirkan sistem demokrasi yang baik, relevan, dan strategis. Narasumber 
memberikan pandangan bahwa integritas laporan keuangan sangatlah penting dan 
dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, didalam menyajikan laporan keuangan harus jujur 
tanpa menyembunyikan dan menutupi apapun. Pemberian informasi laporan 
keuangan melalui e-MPA sekiranya mampu meningkatkan akuntabilitas dan 
transparansi terhadap laporan keuangan. Sebab dengan menggunakan sistem tersebut 
entitas yang menghasilkan atau mengirimkan data kedalam sistem akan langsung 
dimonitoring dan dievaluasi. Sehingga risiko kecurangan dan penyalahgunaan 
terhadap anggaran semakin kecil. Menurut Marshall (2014) ada enam komponen dari 
Sistem Informasi Akuntansi yaitu :  
1. Orang yang menggunakan sistem  
2. Prosedur dan intruksi yang digunakan untuk mengolah data.  
3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya  
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data  
5. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat periferal, dan 
perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA  
6. Pengendalian internet dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA  
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Sumber daya manusia yang memiliki kompeten, dengan latar belakang 
akuntansi yang baik, serta mempunyai pengalaman dibidang keuangan dapat 
menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Dengan adanya teknologi 
informasi yang mewadahi pelaku akuntansi maka laporan keuangan pada setiap 
entitas dapat dibuat dan disajikan dengan andal serta dapat memberikan informasi 
yang berguna bagi penggunanya.  
Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, 
pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan 
pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses 
secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 
2009). Menurut Karmila (2013) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi 
berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan, hal ini didukung 
oleh penelitian Yosefrinaldi (2013) dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa 
pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas 
laporan keuangan.  
Seyogyanya kompetensi akuntansi yang baik dapat dengan mudah menguasai 
teknologi informasi dan komunikasi sehingga pengelolaan keuangan khususnya 
aparatur sipil negera sebagai operator dapat berjalan dengan baik sesuai aturan 
perundang-undangan yang berlaku. Dipertegas oleh Bapak Habibi bahwa :  
“setiap satuan kerja harus memberikan laporan penggunaan anggarannya 
setiap bulan... bagaimana caranya? Tinggal mengupload data penggunaan 
dan realisasi anggaran di setiap bulannya.... didalam sistem e-MPA ini...  
jadi kalau mau dimonitoring, bisami lebih cepat..... Tidak ada lagi alasan 
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tidak ada jaringan internet (speedy), kan bisa toh lewat warnet karena kalau 
ditunda-tunda terus akan semakin menyulitkan, karenanya supaya dicicil 
saja. Tandasnya” (Selasa, 07 Maret 2017)  
 
Ketepatan waktu menjadi penting dan merupakan keharusan didalam 
memberikan informasi laporan keuangan, terlebih dengan menggunakan sistem yang 
ada sehingga semakin mempermudah dalam penyajian informasi keuangan. Sebab 
satuan kerja di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai mengharuskan untuk 
memberikan laporan keuangan khususnya penggunaan anggaran kepada operator 
untuk dimasukkan kedalam sistem. Hal ini memungkinkan agar dapat dengan mudah 
dilakukan monitoring anggaran. Selain itu, dengan memberikan laporan keuangan 
ditiap bulannya akan semakin memudahkan operator mengirim data ke sistem agar 
lebih efisien dalam hal waktu. Berikut data dalam sistem informasi akuntansi yang 
dimasukkan kedalam e-MPA :  
a. Data Umum DIPA  
1. Pada bagian ini, satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan data 
umum DIPA yang meliputi kode satker, program, nomor DIPA, 








Gambar 4.2 : tampilan daftar dokumen DIPA  
2. Klik tombol “Tambah DIPA” untuk menambah dokumen DIPA dan 
akan muncul tampilan sebagai berikut :  
 
Gambar 4.3: tampilan untuk menambah dokumen DIPA  
a) Kode satker DIPA diisi dengan kode satuan kerja dari masing-
masing pelaksana DIPA  
b) Nama satker DIPA diisi dengan nama satker sesuai dengan 
palaksanaan DIPA tersebut  
c) Nomor DIPA diisi dengan nama yang tertera pada dokumen DIPA  
d) Tanggal DIPA diisi dengan pagu anggaran yang tertera pada 
dokumen DIPA  
e) Pagu anggaran diisi dengan pagu anggaran yang tertera pada 
dokumen DIPA  
f) File DIPA diisi dengan lampiran file DIPA yang telah dibentuk dalam 
format PDF.file dokumen DIPA harus berformat pdf dan berukuran 
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seminimal mungkin agar tidak bermasalah pada saat di upload. 
Semakin besar ukuran file maka akan menyebabkan semakin lama 
waktu yang diperlukan untuk proses upload. Hal ini dapat berisiko 
terjadi kegagalan apabila koneksi dengan internet tidak stabil  
b. Rincian DIPA 
1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyusun dan 
menyampaikan rincian anggaran DIPA per program dan jenis belanja 
(pegawai, barang modal, dan sosial) yang rincian anggaran DIPA-nya 
harus sama dengan pagu anggaran dengan format sebagai berikut :  
 
Gambar 4.4: Isian rincian DIPA per program dan jenis belanja  
2. Daftar nama program akan muncul secara otomatis sesuai dengan 
satuan kerja. Apabila ada program yang tidak dilaksanakan oleh satuan 
kerja, dapat diabaikan.  
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3. Untuk satuan kerja yang memiliki DIPA lebih dari satu, maka isikan 
seluruh DIPA sesuai dengan program yamg ada.  
4. Jumlah dari rincian DIPA ini harus sama dengan jumlah pagu 
anggaran yang tertera dalam DIPA   
1) Untuk satuan kerja yang melaksanakan anggaran DIPA Setjen, 
rincian pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas 
teknis lainnya Kementerian Agama dan program peningkatan 
sarana dan prasarana aparatur Kementerian Agama harus sama 
dengan pagu DIPA Setjen  
2) Apabila terjadi perubahan DIPA atau APBN-P, maka bagian harus 
disesuaikan  
c. Rencana Serapan DIPA 
1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyusun dan 
menyampaikan rencana serapan DIPA untuk setiap jenis belanja 
secara keseluruhan dari bulan Januari sampai Desember pada tahun 
anggaran yang berjalan dengan rincian anggaran DIPA yang harus 







Gambar 4.5: isian rencana serapan bulanan DIPA per jenis belanja  
1) Jumlah anggaran per jenis belanja harus konsisten dengan jumlah 
anggaran per jenis belanja pada rincian  
2)  Apabila terjadi perubahan DIPA atau APBN-P, maka bagian harus 
disesuaikan  
d. Realisasi serapan DIPA 
1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk 
menyampaikan realisasi serapan DIPA menurut jenis belanja 
berdasrkan dokumen SP2D yang terbit pada bulan bersangkutan 









Gambar 4.6 : isian realisasi serapan anggaran DIPA per jenis belanja  
2. Setiap satuan kerja hanya diberi waktu sampai tanggal 10 pada bulan 
berikutnya untuk melaporkan realisasi laporan bulanan.  
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e. Realisasi Volume RKP/Capaian Akhir Tahun  
Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk mengisi rencana 







Gambar 4.7: isian rencana dan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan  
1) Rencana fisik merupakan gambaran perencanaan pelaksanaan kegiatan 
secara keseluruhan dalam satu program  
2) Rencana fisik harus diisi 100%  
3) Realisasi fisik merupakan gambaran capaian pelaksanaan kegiatan 
secara keseluruhan dalam satu program  
4) Rencana dan realisasi fisik diukur dalam bentuk persentase (%)   
Pro dan kontra pernah dan sempat terjadi sejak diterapkannya sistem e-MPA 
ini, hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja harus memberikan laporan 
penggunaan anggaran setiap bulan. Salah satu peranan e-MPA di dalam menjalankan 
tugasnya yaitu melakukan monitoring anggaran yang nantinya akan digunakan dalam 
memberikan informasi kepada publik atas laporan keuangan. Seperti yang diketahui 
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bahwa transparansi dan akuntabilitas begitu penting sehingga untuk mewujudkannya, 
diperlukan sebuah sistem yang nantinya membantu didalam menunjang informasi. 
Setelah menerapkan sistem informasi akuntansi, pencatatan transaksi pada laporan 
keuangan kementerian agama menjadi lebih efektif. Siklus transaksi lebih jelas 
dengan diterapkannya e-MPA.  
Secara tradisional SIA telah menjadi acuan sebagai sistem pemroresan 
transaksi karena berfokus pada data keuangan dan transaksi akuntansi, sayangnya 
keberadaan beberapa sistem membuat berbagai permasalahan dan ketidakefisienan. 
Seringkali data yang sama harus diambil dan disimpan pada lebih dari satu sistem 
yang tidak hanya menghasilkan kelebihan di seluruh sistem tetapi juga menyebabkan 
ketidaksesuaian jika data hanya diubah pada satu sistem tetapi tidak di sistem lainnya.  
Berbagai kesalahan atau penyimpangan yang timbul disebabkan oleh sistem 
dan manusia. Alhasil informasi laporan keuangan yang awalnya memberikan manfaat 
yang luar biasa bagi penggunanya menjadi tidak efektif. Ada beberapa faktor yang 
terjadi seperti tindakan yang tidak disengaja yang disebebkan oleh kecerobohan 
manusia, kegagalan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan pegawai 
yang kurang dilatih dan diawasi dengan baik. Pengguna/Operator kehilangan atau 
salah menempatkan data dan secara tidak sengaja menghapus atau mengganti file, 
data, dan program. Operator dan pengguna komputer memasukkan input yang salah, 
menggunakan versi program yang salah atau file data yang salah atau salah 
menempatkan file data dan ini pula berdampak terhadap pemberian opini terhadap 
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laporan keuangan. aspek krusial ini tentunya sangat perlu untuk diperhatikan. Oleh 
karena itu, Pak Heri dalam kutipan wawancaranya mengatakan bahwa :  
“kami telah menyediakan fasilitas warning atau pengingat apabila satuan 
kerja salah atau kurang mengisi data yang dibutuhkan dan fasilitas warning 
atau pengingat ini membantu apabila satker (satuan kerja) belum melengkapi 
data setiap bulannya” (Kamis, 09 Maret 2017) 
 
Dengan tersedianya fasilitas warning dalam sistem e-MPA tersebut dapat 
membantu dalam memantau kekurangan-kekurangan data yang terjadi pada laporan 
keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Dengan adanya bantuan 
warning tersebut dapat pula meminimalisir kesalahan yang nantinya akan terjadi 
didalam pelaporan keuangan, fasilitas warning sendiri adalah sebuah fasilitas yang 
terdapat pada sistem e-MPA agar dapat menghindari terjadinya hal-hal yang dapat 
merugikan entitas, sehingga pelaporan keuangan di Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Sinjai dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Melalui 
warning tersebut narasumber (operator) dapat mengetahui langkah-langkah perbaikan 
yang perlu untuk dilakukan, yang berkaitan dengan laporan keuangan di instansinya.  
Selanjutnya, pemberian opini terhadap laporan keuangan merupakan hal yang 
begitu penting didalam sebuah instansi pemerintah. Dengan adanya opini, kita dapat 
melihat kinerja suatu pemerintahan baik itu dari segi pemimpinnya maupun dari segi 
lingkungan internalnya. Pemberian opini sangat memengaruhi kualitas dan kuantitas 
laporan keuangan di suatu entitas, oleh karena itu, e-MPA yang diterapkan di 
Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, dapat memantau dan mengawasi secara terus 
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menerus program serta kinerja di tingkat satuannya. Pak Usman menghimbau kepada 
semua satkernya agar :  
“e-MPA setiap Satker Kemenag akan menjadi salah satu bahan audit baik 
oleh inspektorat jenderal (Irjen) Kementerian Agama RI, Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) RI maupun lembaga auditor lainnya. Setidaknya ada tiga 
fungsi e-MPA yang sangat membantu efektifitas kinerja kita yaitu pertama 
sebagai pengendali program dan anggaran yang melekat, kedua memudahkan 
dalam membuat laporan ke berbagai pihak terkait dan fungsi ketiga sebagai 
evaluasi”(Senin, 06 Maret 2017)  
 
Seperti yang diutarakan oleh Bapak Usman tersebut bahwa penggunaan e-
MPA sangat berguna, karena dengan menjalankan program e-MPA secara baik, bisa 
mendukung upaya Kementerian Agama meraih predikat WTP murni dalam laporan 
keuangan. Tidak bisa dipungkiri, predikat WTP akan memberikan kebanggaan dan 
menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah institusi dalam mengelola anggarannya, 
mengawasi, menilai, bahkan mempersoalkan anggaran secara terukur, serta 
mempertanggungjawabkan dan bisa diaudit. Seperti pernyataan yang diperkuat 
melalui wawancara dengan Bapak Heri. Ia berkata :  
“pemberian opini disclimer pernah didapatkan oleh kemenag… jadi kami 
disini punya visi dan misi dengan membuat opini laporan keuangan WTP dan 
laporan keuangan yang disajikan yang dikirim melalui sistem e-MPA 
diakumulasi dengan seluruh satker yang ada di jajaran kita... disinimi 
tugasnya inspektorat untuk melakukan pengawasan secara terus-menerus”  
(Kamis, 09 Maret 2017) 
 
Pemberian opini disclimer yang pernah didapatkan kementerian agama 
menjadikan dan melahirkan visi dan misi bahwa kedepannya kementerian agama 
tidak lagi mengalami hal serupa. Di tahun 2016 saja, masih banyak kementerian lain 
yang mendapatkan opini WDP bahkan disclimer. Disinilah fungsi e-MPA sebagai 
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instrumen pengawasan untuk menggunakan anggaran dengan baik secara optimal. 
Oleh karena itu, e-MPA harus mampu melakukan pengawsan secara terus-menerus. 
Transaksi-transaksi dapat di proses dalam sistem online tanpa meninggalkan jejak 
audit, maka bukti yang dikumpulkan setelah data di proses tidaklah cukup untuk 
tujuan audit. Selain itu karena kebanyakan sistem online memproses transaksi secara 
terus mennerus, maka akan sulit untuk menghentikan sistem guna melakukan 
pengujian-pengujian audit. Oleh karena itu, inspektorat harus secara terus menerus 
melakukan pengawasan dan pemantauan.  
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel, 
serta terciptanya good governance, sesuai dengan teori Stewardship yang mengatakan 
bahwa pihak pemerintah selalu berfokus pada sasaran hasil yang ingin dicapai tanpa 
berusaha untuk lebih mementingkan dirinya sendiri melainkan bekerja untuk 
kepentingan publik dengan memaksimalkan tanggungjawab yang diberikan 
masyarakat kepadanya. Sehingga pengelolaan sektor publik yang lebih transparansi, 






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  
1. Aplikasi e-MPA adalah aplikasi yang mengintegrasikan proses 
pengumpulan data, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi. Sistem e-MPA adalah instrumen bagi 
Kementerian Agama untuk memenuhi pembuatan laporan keuangan yang 
baik sekaligus e-MPA menjadi begitu penting didalam memperbaiki 
reformasi birokrasi di bidang keuangan Kementerian Agama.  
2. Kinerja SDM di sebuah kementerian/lembaga disorot melalui 
keprofesionalannya, sebab berbagai risiko muncul terjadi karena SDM 
yang belum mampu bersikap sebagaimana mestinya. Jumlah SDM di 
Kementerian Agama Kabupaten Sinjai memang terbilang masih sedikit, 
namun bukan berarti tidak mampu meningkatkan kinerja. Sehingga, 5 
motto budaya kerja haruslah betul-betul ditanamkan dalam diri setiap 
ASN bahwa keprofesionalan dan kejujuran merupakan penilaian yang 
paling utama. Pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai 
seharusnya dipekerjakan berdasarkan latar belakang pendidikan, 
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pengalaman, pencapaian, kejujuran, dan integritas, serta persyaratan kerja 
yang sesuai. Sehingga mereka bekerja sesuai dengan posisi mereka 
masing-masing. Tak ada lagi pekerjaan yang tidak terkonsentrasi akibat 
kurangnya sumber daya manusia di Kementerian Agama Kabupaten 
Sinjai.  
B. Implikasi Penelitian  
1. Pemahaman terhadap e-MPA diharapkan dapat memberikan tambahan 
pengetahuan dan masukan terkait perana e-MPA agar kedepannya dapat 
dijalankan dengan efektif secara maksimal demi terciptanya transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan di Kementerian Agama 
Kabupaten Sinjai. . 
2. Penerapan e-MPA diharapkan dapat dilakukan secara terus menerus dan 
serius agar mampu meminimalisir terjadinya berbagai kesalahan bahkan 
kecurangan yang mungkin akan terjadi. Diharapkan berbagai masalah seperti 
kesiapan SDM dan infrastruktur agar segera mungkin diatasi. Melalui SDM 
yang baik dan bersaing tinggi akan membuktikan kesiapan aparatur negara 
didalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersh.  
C. Saran  
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, 
maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki 
ataupun menyempurnakan peranan e-MPA sebagai sistem informasi akuntansi dalam 
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meningkatkan akuntabilitas dan integritas pelaporan keuangan pada Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Adapun saran-saran yang dimaksud adalah  
1. Agar meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki dan memberikan sosilisasi 
serta pendidikan dan pelatihan secara berkala kepada SDM dan menambah 
jumlah SDM terutama yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi agar 
semakin mudah didalam menyusun dan memberikan informasi kepada 
khalayak tentang laporan keuangan. Sehingga sistem e-MPA dapat menunjang 
kualitas, kuantitas informasi laporan keuangan.  
2. Peraturan yang berkaitan dengan e-MPA dan sistem informasi keuangan dapat 
dipatuhi dan ditaati oleh setiap satuan kerja pegawai agar kedepannya, 
pengelolaan dan pelaporan keuangan tidak sesuai dengan standar yang ada. 
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1. Sejauh ini bagaimana penerapan e-MPA di lingkup Kementerian Agama 
Kabupaten Sinjai?  
Informan : penggunaan e-MPA ini merujuk pada PMA Nomor 14 tentang 
penggunaan teknologi informasi dalam menunjang program dan anggaran, 
dan dikatakan disitu e-MPA ini merupakan syarat dan standar sebagai aplikasi 
yang dipakai pemerintah. Makanya kami menggunakan monitoring sesuai 
dengan tupoksinya untuk menyinambungkan antara misi yang diemban dan 
tuntutan kinerja dengan output program kegiatan yang harus dilaksanakan... 
sehingga, diharapkan e-MPA bisa memenuhi tantangan  
2. Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Kab. 
Sinjai dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan e-MPA?  
Informan :  
a. Kami menunjuk operator sebagai orang yang bertanggungjawab dalam 
mengelola sistem  
b. dalam rangka percepatan implementasi e-MPA Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Sinjai membentuk Tim monitoring pelaksanaan 
anggaran pada tingkat satuan kerja  
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c. melakukan identifikasi dan telaah atas pelaksanaan kegiatan kunci yang 
tertuang dalam dokumen RKAKL yang mencakup anggaran dan sasaran  
d. menyusun rencana serapan anggaran untuk pagu anggaran dalam DIPA  
e. menyusun target bulanan  
f. melaporkan realisasi anggaran  
g. membuat rancangan pelaporan berdasarkan formulir yang telah disiapkan 
guna mempermudah pada saat proses entri data  
h. melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan anggaran sistem e-MPA yang 
telah diselesaikan.  
3. Aspek krusial apa saja yang harus diperhatikan pada sistem e-MPA dalam 
memberikan informasi kepada publik?  
Informan : dalam laporan kementerian agama ada aspek-aspek penting yang 
harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan sebelum dimasukkan 
kedalam sistem e-MPA, ada yang namanya serapan DIPA, realisasi 
anggarana, dan operasional, ini penting karena dalam laporan keuangan kita 
juga harus mengikuti SAP yang ada  
4. Apakah dengan penerapan sistem e-MPA dapat memengaruhi akuntabilitas 
pelaporan keuangan dengan pernah adanya pemberian opini disclimer?  
Informan : yah, sangat memengaruhi karena adanya e-MPA pelaporan 
keuangan dalam rangka mewujudkan kinerja pelaksanaan program dan 
anggaran yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel pada kementerian 
agama perlu dilakukan monitoring kinerja pelaksanaan program dan anggaran 
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.  
5. Selain akuntabilitas, Apakah ada target yang ingin dicapai dengan 
diterapkannya e-MPA pada kementerian Agama?  
Informan : dengan adanya aplikasi e-MPA pada kementerian agama 
diharapkan pelaporan keuangan lebih efektif, efisien, dan tepat waktu. e-MPA 
setiap Satker Kemenag akan menjadi salah satu bahan audit baik oleh 
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inspektorat jenderal (Irjen) Kementerian Agama RI, Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) RI maupun lembaga auditor lainnya. Setidaknya ada tiga 
fungsi e-MPA yang sangat membantu efektifitas kinerja kita yaitu pertama 
sebagai pengendali program dan anggaran yang melekat, kedua memudahkan 
dalam membuat laporan ke berbagai pihak terkait dan fungsi ketiga sebagai 
evaluasi 
6. Bagaimana cara pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat dengan mudah 
untuk mengakses sistem e-MPA tanpa pelayanan yang berbelit- belit  
Informan : kami menyediakan situs yang dapat diakses melalui 
www.kemenag.go.id atau website Kementerian Agama yang beralamat 
http://e-mpa.kemenag.go.id jadi semua laporan kegiatan, anggaran, dan 
program tercantum di dalam web tersebut, karena sejak diberlakukannya 
transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, semua instansi, kementerian 
dan lembaga harus mempublikasikan laporan keuangannya. Tidak seperti dulu 
7. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem e-MPA 
tersebut?  
Informan :.  
a. Kurangnya pelatihan tentang penginputan data pada aplikasi e-MPA  
b. Jaringan internet pada Kantor Kementerian Agama belum memadai  
c. Operatornya tidak berkompeten dengan latar belakang pendidikan  
8. Apakah pengguna sistem tersebut merupakan orang yang berkompeten?  
Informan : iya, oleh karena itu kami memberikan sosilisasi serta pendidikan 
dan pelatihan secara berkala kepada SDM dan menambah jumlah SDM 
terutama yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi agar semakin 
mudah didalam menyusun dan memberikan informasi kepada khalayak 
tentang laporan keuangan. 
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9. Apakah sistem e-MPA merupakan satu-satunya solusi yang ditawarkan oleh 
pemerintah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilias pelaporan keuangan 
di kementerian agama kabupaten sinjai.  
Informan : kementerian agama kabupaten sinjai menggunakan banyak aplikasi 
dalam pelaporan keuangan yaitu e-MPA, e-Rekon, e-Monev dan smart  
10. Apakah sistem e-MPA telah memenuhi syarat dan standar sebagai aplikasi 
yang digunakan pemerintah dalam meningkakan integritas laporan keuangan?  
Informan : Penyusunan laporan keuangan tentu saja bukan tidak mungkin 
terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, oleh karena itu 
pemerintah membutuhkan sebuah sistem yang terintegrasi dengan komputer 
yang disebut e-MPA. Dengan e-MPA diharapkan kinerja setiap satuan kerja 
dapat ditingkatkan dan dipantau secara reguler dan dijadikan dasar penilaian 
kinerja satuan kerja lain 
11. Bagaimana keefektifan informasi pelaporan keuangan sebelum dan sesudah 
diterapkannya e-MPA?  
Informan : sebelum adanya aplikasi e-MPA, pelaporan keuangan disini, masih 
pake sistem manual... jadi kalau mau mengirim data harus pake email dan 
juga kan kalau pake email ada batas sama jangka waktunya jadi agak lama,,, 
tapi setelah beralih ke sistem e-MPA... semua jadi gampangmi... apalagi kalau 
mau dilakukan audit.   
12. Bagaimana harapan kedepannya agar penerapan e-MPA dapat berjalan 
dengan lancar. 
Informan : sehubungan dengan itu saya selaku pemberi komitmen sangat 
menekankan kepada para pelaksana untuk dapat bekerja secara profesional 
dengan penerapan 5 budaya kerja kementerian agama yaitu integritas, 
profesional, inisiatif, tanggungjawab, dan keteladanan… dan disini juga ada 
namanya pembinaan integritas… supaya pegawai bekerja dengan 
menserasikan antara hati.. pikiran.. dan perbuatan.. sehingga nampak sifat 
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kejujurannya dengan istilah sehari-hari kerja malempu malomoi pammase 
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1. Sejauh ini bagaimana penerapan e-MPA di lingkup Kementerian Agama 
Kabupaten Sinjai? s 
Informan : e-MPA ini adalah sistem aplikasi berbasis web yang dibuat 
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama supaya pengelolaan program dan 
anggaran lebih transparan dan akuntabel... tidak Cuma itu saja, ini e_MPA 
berguna juga untuk pengawasan pada pelaksanaan program... kegiatan... 
persediaan dalam menyusun laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah  
2. Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Kab. 
Sinjai dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan e-MPA? 
Informan : penanggungjawab yakni KPA bertugas melakukan pembinaan, 
monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan e-MPA 
(penanggungjawab utama e-MPA, penyediaan sumber daya pelaksanaan e-
MPA), 2) koordinator bertugas mengkoordinasikan pengelolaan e-MPA pada 
satker masing-masing dengan cara menjamin ketersediaan data, verifikasi data 
dan laporan e-MPA pada satker di lingkungannya, dan 3) operator bertugas 
melakukan entri data ke dalam aplikasi e-MPA (penghimpunan data, 
pengisian dan pemutakhiran data, penyajian data, pendokumentasian data). 
3. Aspek krusial apa saja yang harus diperhatikan pada sistem e-MPA dalam 
memberikan informasi kepada publik?  
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Informan : kami telah menyediakan fasilitas warning atau pengingat apabila 
satuan kerja salah atau kurang mengisi data yang dibutuhkan dan 
menyediakan fasilitas warning atau pengingat ini membantu apabila satker 
(satuan kerja) belum melengkapi data setiap bulannya.  
4. Apakah dengan penerapan sistem e-MPA dapat memengaruhi akuntabilitas 
pelaporan keuangan dengan adanya pemberian opini disclimer?  
Informan : pemberian opini disclimer pernah didapatkan oleh kemenag… jadi 
kami disini punya visi dan misi dengan membuat opini laporan keuangan 
WTP dan laporan keuangan yang disajikan yang dikirim melalui sistem e-
MPA diakumulasi dengan seluruh satker yang ada di jajaran kita... disinimi 
tugasnya inspektorat untuk melakukan pengawasan secara terus-menerus 
5. Selain akuntabilitas, Apakah ada target yang ingin dicapai dengan 
diterapkannya e-MPA pada kementerian Agama  
Informan : tentunya kami mengharapkan opini tanpa DPPkarena dengan 
adanya Opini WTP maka, kami dapat membuktikan integritas dan 
akuntabilitas kami terhadap laporan keuangan  
6. Bagaimana cara pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat dengan mudah 
untuk mengakses sistem e-MPA tanpa pelayanan yang berbelit- belit  
Informan : Bagi satker yang belum memberikan laporan keuangan di e-mpa 
maupun SMART supaya secepatnya karena setiap satuan kerja harus 
memberikan laporan penggunaan anggarannya setiap bulan. Dengan 
mengupload data penggunaan dalam sistem e-MPA, sehingga monitoringnya 
dapat lebih cepat. Tidak ada alasan tidak ada jaringan, bisa lewat warnet, 
7. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem e-MPA 
tersebut?  
Informan : data dalam aplikasi tidak diisi atau hanya sebagian, proses 
pengisian data terlambat, data yang diisi tidak akurat. "Hal-hal diatas terjadi 
karena kurang memperhatikan dasar hukum, minimnya pemahaman tentang e-
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MPA, kurangnya komitmen pihak terkait, keringnya koordinasi dan sinergi 
antar unit, tidak adanya reward and punishment, kelangkaan sarana prasarana 
dan sumber daya manusia 
8. Apakah pengguna sistem tersebut merupakan orang yang berkompeten?  
Informan : pemberian informasi laporan keuangan melalui sebuah sistem 
bukanlah hal yang baru, bahkan pemerintah mengharuskan penggunanya 
untuk menggunakan berbagai perangkat yang memungkinkan informasi 
laporan keuangan dapat disajikan tersebut secara cepat, mudah, dan praktis. 
Akan tetapi banyak kriteria dan faktor yang harus diperhatikan salah satunya 
SDM. Dan kalo dikatakan tidak berkompeten tidak mungkin karena tentunya 
orang-orang yang berkompeten yang ditunjuk… Cuma dalam tanda kutip 
disini bahwa saya sebagai operator tidak berkompeten dengan latar pendidkan 
saja…. Tapi kami disini.. ikut pelatihan khusus sebagai syarat menjadi 
operator e-MPA dengan bukti sertifikat (sambil memperlihatkan sertifikat 
kepada pewawancara) 
9. Apakah sistem e-MPA merupakan satu-satunya solusi yang ditawarkan oleh 
pemerintah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilias pelaporan keuangan 
di kementerian agama kabupaten sinjai.  
Informan :e-MPA yang berisi data informasi berguna dalam upaya 
pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan laporan. Alur e-Data, e-
Planning, e-Monev dan e-Audit yang baik sudah menjadi keharusan bagi 
Kemenag saat ini. 
10. pakah sistem e-MPA telah memenuhi syarat dan standar sebagai aplikasi yang 
digunakan pemerintah dalam meningkakan integritas laporan keuangan?  
Informan : e-MPA merupakan salah satu instrumen Kemenag untuk 
memenuhi pembuatan laporan yang baik. e-MPA itu merupakan instrumen 
yang paling cepat, semua bisa menggunakan. Kalau masih ada yang belum 
komitmen, mungkin belum paham  
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11. Bagaimana keefektifan informasi pelaporan keuangan sebelum dan sesudah 
diterapkannya e-MPA?  
Informan : penerapan e-MPA ini digelar dalam rangka menindaklanjuti 
arahan Meneteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kepada seluruh jajaran 
termasuk disini atas laporan kementerian agama supaya tidak lagi mendapat 
opini disclimer seperti waktu 2006. Nah ini e-MPA kita pake disini untuk 
melakukan monitoring, pengendalian, evaluasi program dan anggaran jadi 
jangan main-main sama Laporan Keuangan  
12. Bagaimana harapan kedepannya agar penerapan e-MPA dapat berjalan 
dengan lancar. 
Informan : kami berharap dengan adanya ketepatan waktu dalam hal 
pelaporan keuangan karena e-MPA ini merupakan live data jadi dapat di 
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1. Sejauh ini bagaimana penerapan e-MPA di lingkup Kementerian Agama 
Kabupaten Sinjai?   
Informan : ini Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA) 
Kementerian Agama sudah terlaksana sejak tahun 2015 dan punya fungsi 
memperkuat akurasi perencanaan dan penganggaran program setiap tahun, 
jadi bisami menyeimbangkan misinya kemenag dengan menjalankan program 
yang dilaksanakan  
2. Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Kab. 
Sinjai dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan e-MPA? 
Informan : Menunjuk Person In Charge (PIC) atau operator sebagai orang 
yang bertanggungjawab dalam mengelola system sekaligus sebagai 
penghubung dari Satuan Kerja kepada Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran 
Kementerian Agama Pusat 
3. Aspek krusial apa saja yang harus diperhatikan pada sistem e-MPA dalam 
memberikan informasi kepada publik?  
Informan : dengan adanya laporan keuangan yang baik bisa menjadi 
pertimbangan di instansi kami…. Bahwa kami, transparan dalam 
menggunakan anggaran… dulu memang masih banyak instansi yang belum 




4. Apakah dengan penerapan sistem e-MPA dapat memengaruhi akuntabilitas 
pelaporan keuangan dengan adanya pemberian opini disclimer?  
Informan : sesuai dengan misi dan visi kementerian agama dengan membuat 
opini laporan keuangan kementerian agama dengan WTP dan dengan aplikasi 
e-MPA ini   
5. Selain akuntabilitas, Apakah ada target yang ingin dicapai dengan 
diterapkannya e-Mpa pada kementerian Agama  
Informan : Prinsip input e-MPA yakni; a) mengakomodir kebutuhan data yang 
kerap dibutuhkan dalam melaksanakan program dan anggaran, b) sinergi 
seluruh satuan kerja, 3) data lengkap-benar-tepat waktu. Prinsip tersebut 
dipenuhi dengan cara; 1) menyediakan menu input data berupa data umum 
satuan kerja, data perencanaan, pengelola anggaran, pelaksanaan anggaran, 
pengadaan barang jasa, kegiatan kunci (RKP), capaian output DIPA, realisasi 
anggaran SAIBA, dokumen pencairan dan GPP, 2) seluruh satuan kerja 
memiliki akun dan dapat dipergunakan seluruh penanggungjawab dari seluruh 
tingkat, 3) menyediakan menu laporan keaktifan satker yang belum selesai 
melakukan input data, 4) menyediakan fasilitas warning atau pengingat 
apabila satuan kerja salah atau kurang mengisi data yang dibutuhkan, 5) 
menyediakan fasilitas warning atau pengingat apabila satker belum 
melengkapi data setiap bulannya.Data pokok e-MPA ; data umum 
satker, PIC, data perencanaan, pengelola anggaran, pelaksanaan anggaran, 
kegiatan kunci (RKP), pengadaan barjas, capaian output DIPA, capaian 
satker, pengiriman ADK SAI, e-Audit (upload RKAKL), upload GPP, e-
Planning dan warning  
6. Bagaimana cara pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat dengan mudah 
untuk mengakses sistem e-MPA tanpa pelayanan yang berbelit- belit?  
Informan : dipihak kementerian agama sebaik apapun sistem yang kita miliki 
terkait dengan teknologi informasi, namun jika SDM yang mengelolanya 
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tidak memiliki kepedulian, concern dan hobi, maka dapat dipastikan bahwa 
sistem itu tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan apalagi di 
era sekarang kan semuanya sudah serba cepat, jadi tidak ada lagi istilah 
berbelit-belit, biar lama asal selamat... tidak berlaku lagi yang begitu, yang 
ada capat, tepat, dan mudah 
7. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem e-MPA 
tersebut?  
Informan : setiap satuan kerja harus memberikan laporan penggunaan 
anggarannya setiap bulan. Dengan mengupload data penggunann dalam 
sistem e-MPA, sehingga monitoringnya dapat lebih cepat. Tidak ada alasan 
tidak ada jaringan internet ( speedy ), bisa lewat warnet.  
8. Apakah pengguna sistem tersebut merupakan orang yang berkompeten?  
Informan : Iya. Operator sudah menjadi Operator e-MPA sejak awal 
diberlakukannya e-MPA. walaupun SDM disini masih sangat kurang, akan 
tetapi semua ASN dituntut professional sebagaimana mestinya. Dan disini 
juga tidak semuaji berlatar belakang agama, saya sendiri berasal dari sosial 
nah, ada juga 5 motto budaya kerja kemenag yang mesti ditiru untuk 
memotivasi semua pegawai supaya meningkatkan integritasnya, karena itu 
juga termasuk penilaian… dan yang terpenting adalah kejujuran 
9. Apakah sistem e-MPA merupakan satu-satunya solusi yang ditawarkan oleh 
pemerintah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilias pelaporan keuangan 
di kementerian agama kabupaten sinjai.  
Informan : selain e-MPA ada juga e-Rekon-LK merupakan sebuah aplikasi 
berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi dan 
transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan kementerian 
negara/lembaga.  
10. Apakah sistem e-MPA telah memenuhi syarat dan standar sebagai aplikasi 
yang digunakan pemerintah dalam meningkakan integritas laporan keuangan?  
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Informan : Iya, dengan aplikasi ini semua tujuan yang ingin dicapai dapat 
berjalan dengan lancar. Selain itu, e-MPA sudah sesuai aturan jadi tidakada 
lagi penyimpangan.  
11. Bagaimana keefektifan informasi pelaporan keuangan sebelum dan sesudah 
diterapkannya e-MPA?  
Informan : walaupun SDM disini masih sangat kurang, akan tetapi semua 
ASN dituntut professional sebagaimana mestinya. Dan disini juga tidak 
semuaji berlatar belakang agama, saya sendiri berasal dari sosial nah, ada juga 
5 motto budaya kerja kemenag yang mesti ditiru untuk memotivasi semua 
pegawai supaya meningkatkan integritasnya, karena itu juga termasuk 
penilaian… dan yang terpenting adalah kejujuran.  
12. Bagaimana harapan kedepannya agar penerapan e-MPA dapat berjalan 
dengan lancar. 
Infoman : kita banyak berharap kepada e-MPA karena prinsip penyelesaian e-
MPA berdasarkan data yang kerap dibutuhkan, ketepatan waktu, SDM juga 
infrastruktur menjadi tantangan yang akan diselesaikan dengan 






PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
13-01-17










PER 31 DESEMBER 2016
NERACA PERCOBAAN










        3,515,138,000131111 Tanah0
           94,871,000132111 Peralatan dan Mesin0
        3,775,319,000133111 Gedung dan Bangunan0
            2,654,000134112 Irigasi0
           94,871,000137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin0
          878,511,141137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan0
              574,862137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi0
          689,094,910166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan0
          606,909,310169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi0
        3,077,071,225313111 Ditagihkan ke Entitas Lain0
           36,722,310313121 Diterima dari Entitas Lain0
        7,300,054,323391111 Ekuitas0
           11,119,330391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi0
           11,116,110423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin3
           25,485,000423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya3
              121,200423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan3
          842,141,640511111 Beban Gaji Pokok PNS3
                9,559511119 Beban Pembulatan Gaji PNS3
           62,905,186511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS3
           19,330,296511122 Beban Tunj. Anak PNS3
           23,400,000511123 Beban Tunj. Struktural PNS3
            3,120,000511124 Beban Tunj. Fungsional PNS3
            7,837,022511125 Beban Tunj. PPh PNS3
           50,766,420511126 Beban Tunj. Beras PNS3
          127,026,000511129 Beban Uang Makan PNS3
           40,430,000511151 Beban Tunjangan Umum PNS3
          180,000,000512111 Beban Uang Honor Tetap3
          141,360,000512211 Beban Uang Lembur3
          698,760,202512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)3
          106,100,000521111 Beban Keperluan Perkantoran3
           81,360,000521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja3
            7,000,000521211 Beban Bahan3
            1,700,000521213 Beban Honor Output Kegiatan3
           41,470,000521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya3






PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
13-01-17










PER 31 DESEMBER 2016
NERACA PERCOBAAN










            4,690,800522112 Beban Langganan Telepon3
            5,022,050522113 Beban Langganan Air3
           17,500,000522151 Beban Jasa Profesi3
          174,000,000523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan3
           84,375,000523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin3
          207,357,100524111 Beban Perjalanan Biasa3
            7,200,000524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota3
           15,950,000524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota3
           37,531,150591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin3
          164,870,852591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan3
               54,896591312 Beban Penyusutan Irigasi3
           33,656,150592222 Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam3
           94,201,300593111 Beban Persediaan konsumsi3
              850,000593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan3
          578,850,008596111 Beban Kerugian Pelepasan Aset3






PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
13-01-17










PER 31 DESEMBER 2016
NERACA PERCOBAAN










          865,037,775115612 Piutang dari KPPN0
           36,722,310219711 Utang Kepada KUN0
        1,194,641,000511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS2
               18,000511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS2
           64,585,000511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS2
           20,613,000511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS2
           25,200,000511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS2
            3,360,000511124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS2
            7,838,000511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS2
           53,954,000511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS2
          167,376,000511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS2
           73,640,000511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS2
          180,000,000512111 Allotment Belanja Uang Honor Tetap2
          141,504,000512211 Allotment Belanja Uang Lembur2
          737,140,000512411 Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)2
          119,100,000521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran2
           81,360,000521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja2
            7,210,000521211 Allotment Belanja Bahan2
            1,700,000521213 Allotment Belanja Honor Output Kegiatan2
           41,470,000521219 Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya2
          102,229,000521811 Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi2
           60,000,000522111 Allotment Belanja Langganan Listrik2
           12,000,000522112 Allotment Belanja Langganan Telepon2
            6,000,000522113 Allotment Belanja Langganan Air2
           17,500,000522151 Allotment Belanja Jasa Profesi2
          174,000,000523111 Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan2
           88,390,000523121 Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin2
          238,131,000524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa2
            7,200,000524113 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota2
           15,950,000524114 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota2
          300,000,000532111 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin2
           11,116,110423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin3
           25,485,000423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya3
              121,200423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan3






PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
13-01-17










PER 31 DESEMBER 2016
NERACA PERCOBAAN










                9,559511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS3
           62,905,186511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS3
           19,330,296511122 Belanja Tunj. Anak PNS3
           23,400,000511123 Belanja Tunj. Struktural PNS3
            3,120,000511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS3
            7,837,022511125 Belanja Tunj. PPh PNS3
           50,766,420511126 Belanja Tunj. Beras PNS3
          127,026,000511129 Belanja Uang Makan PNS3
           40,430,000511151 Belanja Tunjangan Umum PNS3
          180,000,000512111 Belanja Uang Honor Tetap3
          141,360,000512211 Belanja Uang Lembur3
          698,760,202512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)3
          106,100,000521111 Belanja Keperluan Perkantoran3
           81,360,000521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja3
            7,000,000521211 Belanja Bahan3
            1,700,000521213 Belanja Honor Output Kegiatan3
           41,470,000521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya3
           95,051,300521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi3
           31,208,650522111 Belanja Langganan Listrik3
            4,690,800522112 Belanja Langganan Telepon3
            5,022,050522113 Belanja Langganan Air3
           17,500,000522151 Belanja Jasa Profesi3
          174,000,000523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan3
           84,375,000523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin3
          207,357,100524111 Belanja Perjalanan Biasa3
            7,200,000524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota3
           15,950,000524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota3




TINGKAT SATUAN KERJA 
(DALAM RUPIAH)
13/01/17






UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
lu_losatkerKode Laporan:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI   

















Pendapatan Pajak Penghasilan 0
Pendapatan Pajak  Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah 0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0
Pendapatan Cukai 0
Pendapatan Pajak Lainnya 0
Pendapatan Bea Masuk 0
Pendapatan Bea Keluar 0
Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pendapatan Sumber Daya Alam 0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba 0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 121,200
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 121,200 
PENDAPATAN HIBAH
Pendapatan Hibah 0
Jumlah Pendapatan Hibah 0 




Beban Barang dan Jasa 296,051,500
Beban Pemeliharaan 258,375,000
Beban Perjalanan Dinas 230,507,100




Beban Bantuan Sosial 0
Beban Penyusutan dan Amortisasi 236,113,048
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 0
Beban Transfer 0
Beban Lain-Lain 0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 3,312,334,273 
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (          3,312,213,073)
KEGIATAN NON OPERASIONAL




TINGKAT SATUAN KERJA 
(DALAM RUPIAH)
13/01/17






UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
lu_losatkerKode Laporan:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI   













JENIS KEWENANGAN      : KD KANTOR DAERAH
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 36,601,110
Beban Pelepasan Aset Non Lancar 578,850,008
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar (            542,248,898)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 850,000
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (                850,000)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (            543,098,898)
POS LUAR BIASA
Beban Luar Biasa 0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA 0 
SURPLUS / (DEFISIT) - LO (          3,855,311,971)
Kepala,
Sinjai,  31 Desember 2016





TINGKAT SATUAN KERJA 
(DALAM RUPIAH)
13/01/17






UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
lu_losatkerKode Laporan:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI   


















Pendapatan Pajak  Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan





Jumlah Pendapatan Perpajakan 0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pendapatan Sumber Daya Alam
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
423141   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 121,200
121,200 Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 121,200
PENDAPATAN HIBAH
Pendapatan Hibah
Jumlah Pendapatan Hibah 0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 121,200 
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai
511111   Beban Gaji Pokok PNS 842,141,640
511119   Beban Pembulatan Gaji PNS 9,559
511121   Beban Tunj. Suami/Istri PNS 62,905,186
511122   Beban Tunj. Anak PNS 19,330,296
511123   Beban Tunj. Struktural PNS 23,400,000
511124   Beban Tunj. Fungsional PNS 3,120,000
511125   Beban Tunj. PPh PNS 7,837,022
511126   Beban Tunj. Beras PNS 50,766,420
511129   Beban Uang Makan PNS 127,026,000
511151   Beban Tunjangan Umum PNS 40,430,000
512111   Beban Uang Honor Tetap 180,000,000
512211   Beban Uang Lembur 141,360,000
512411   Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 698,760,202
2,197,086,325 Jumlah Beban Pegawai
Beban Persediaan
593111   Beban Persediaan konsumsi 94,201,300
94,201,300 Jumlah Beban Persediaan




TINGKAT SATUAN KERJA 
(DALAM RUPIAH)
13/01/17






UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
lu_losatkerKode Laporan:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI   













JENIS KEWENANGAN      : KD KANTOR DAERAH
521111   Beban Keperluan Perkantoran 106,100,000
521115   Beban Honor Operasional Satuan Kerja 81,360,000
521211   Beban Bahan 7,000,000
521213   Beban Honor Output Kegiatan 1,700,000
521219   Beban Barang Non Operasional Lainnya 41,470,000
522111   Beban Langganan Listrik 31,208,650
522112   Beban Langganan Telepon 4,690,800
522113   Beban Langganan Air 5,022,050
522151   Beban Jasa Profesi 17,500,000
296,051,500 Jumlah Beban Barang dan Jasa
Beban Pemeliharaan
523111   Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 174,000,000
523121   Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 84,375,000
258,375,000 Jumlah Beban Pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas
524111   Beban Perjalanan Biasa 207,357,100
524113   Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,200,000
524114   Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15,950,000
230,507,100 Jumlah Beban Perjalanan Dinas





Beban Penyusutan dan Amortisasi
591111   Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 37,531,150
591211   Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 164,870,852
591312   Beban Penyusutan Irigasi 54,896
592222   Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan
dalam Operasional Pemerintah
33,656,150
236,113,048 Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Beban Transfer
Beban Lain-Lain
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 3,312,334,273 
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (          3,312,213,073)
KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
423122   Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 11,116,110
423129   Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 25,485,000
36,601,110 Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Beban Pelepasan Aset Non Lancar




TINGKAT SATUAN KERJA 
(DALAM RUPIAH)
13/01/17






UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
lu_losatkerKode Laporan:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI   













JENIS KEWENANGAN      : KD KANTOR DAERAH
578,850,008 Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar (            542,248,898)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
593311   Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 850,000
850,000 Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (                850,000)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (            543,098,898)
POS LUAR BIASA
Beban Luar Biasa
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA 0 
SURPLUS / (DEFISIT) - LO (          3,855,311,971)
Kepala,
Sinjai,  31 Desember 2016




LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
TINGKAT SATUAN KERJA 
(DALAM RUPIAH)
13/01/17






UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
lu_lpesatkerKode Laporan:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI   













JENIS KEWENANGAN      : KD KANTOR DAERAH
EKUITAS AWAL 7,300,054,323
SURPLUS/DEFISIT - LO (          3,855,311,971)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR 0
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS 11,119,330
     Penyesuaian Nilai Aset 0
     Koreksi Nilai Persediaan 0
     Selisih Revaluasi Aset Tetap 0
     Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 11,119,330
     Koreksi Lain-lain 0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 3,040,348,915
     Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung 0
     Setoran Surplus BLU 0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (            803,843,726)
EKUITAS AKHIR 6,496,210,597
Kepala,
Sinjai,  31 Desember 2016




LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
TINGKAT SATUAN KERJA 
(DALAM RUPIAH)
13/01/17






UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
lu_lpesatkerKode Laporan:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI   













JENIS KEWENANGAN      : KD KANTOR DAERAH
EKUITAS AWAL 7,300,054,323
SURPLUS/DEFISIT - LO (          3,855,311,971)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR 0
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS 11,119,330
     Penyesuaian Nilai Aset 0
         391117  Penyesuaian Nilai Persediaan 0
         311312  Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu 0
         311313  SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi 0
         311315  Penyesuaian SAL BLU 0
     Koreksi Nilai Persediaan 0
         391113  Koreksi Nilai Persediaan 0
     Selisih Revaluasi Aset Tetap 0
         391114  Revaluasi Aset Tetap 0
     Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 11,119,330
         391116  Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 11,119,330
         391118  Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi 0
     Koreksi Lain-lain 0
         391119  Koreksi Lainnya 0
         391121  Ekuitas Transaksi Lainnya 0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 3,040,348,915
         313111  Ditagihkan Ke Entitas Lain 3,077,071,225
         313121  Diterima Dari Entitas Lain (             36,722,310)
         313211  Transfer Keluar 0
         313221  Transfer Masuk 0
         313231  Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU 0
         391131  Pengesahan Hibah Langsung 0
         391132  Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung 0
         391141  Setoran Surplus BLU 0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (            803,843,726)
EKUITAS AKHIR 6,496,210,597
Kepala,
Sinjai,  31 Desember 2016





UNIT ORGANISASI   




   1
Tanggal
Halaman



















JENIS KEWENANGAN      : KD KANTOR DAERAH
ASET
ASET TETAP
         3,515,138,000Tanah
            94,871,000Peralatan dan Mesin
         3,775,319,000Gedung dan Bangunan
             2,654,000Jalan, Irigasi dan Jaringan
(          973,957,003)Akumulasi Penyusutan
         6,414,024,997 JUMLAH ASET TETAP
ASET LAINNYA
           689,094,910Aset Lain-lain
(          606,909,310)Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
            82,185,600 JUMLAH ASET LAINNYA
         6,496,210,597 JUMLAH ASET
EKUITAS
EKUITAS
         6,496,210,597Ekuitas
         6,496,210,597 JUMLAH EKUITAS
         6,496,210,597JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kepala,
Sinjai,  31 Desember 2016
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SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI






Program Kerukunan Umat Beragama13
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama5620
Kegiatan   100.00                   1  100.00                    1.00         16,030,000         16,030,000Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Institusi Media005
Lokasi   100.00                   1  100.00                    1.00         40,000,000         40,000,000Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota008
  100.00                   2   100.00                    2.00          56,030,000         56,030,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    5620
  100.00                   2   100.00                    2.00          56,030,000         56,030,000JUMLAH  BELANJA  PROGRAM    09.01.13
  100.00                   2   100.00                    1.00         56,030,000         56,030,000JUMLAH  BELANJA  SUB FUNGSI    09.01
PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA90
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Agama
01
Pembinaan Administrasi Kepegawaian2099
Orang     0.00                  10    0.00                    0.00                  0          2,210,000Asessment dan Pengembangan Pegawai001
Data Pegawai   100.00                  50   80.62                   50.00          6,240,000          7,740,000Data dan Informasi Pegawai002
Kegiatan     0.00                   1    0.00                    0.00                  0         12,455,000Pembinaan SDM dan Layanan Kesejahteraan Sosial003
   81.97                  61    27.85                   50.00           6,240,000         22,405,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2099
   81.97                  61    27.85                   50.00           6,240,000         22,405,000JUMLAH  BELANJA  PROGRAM    09.90.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Agama
01
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN2100
Dokumen   100.00                   1   85.98                    1.00         21,253,000         24,719,000Laporan Keuangan dan BMN003
  100.00                   1    85.98                    1.00          21,253,000         24,719,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2100
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN2100
lu_capaiout
Jumat, 13 Januari

















1 2 3 4 5 6 8 97
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI




Bulan Layanan   100.00                  12   82.29                   12.00      2,197,086,325      2,669,869,000Layanan Perkantoran994
  100.00                  12    82.29                   12.00       2,197,086,325      2,669,869,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2100
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana2101
Laporan   100.00                   1   91.73                    1.00          3,105,000          3,385,000Laporan Kinerja Kementerian002
  100.00                   1    91.73                    1.00           3,105,000          3,385,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2101
Pembinaan Administrasi Perencanaan2102
Sistem   100.00                   1   89.06                    1.00          2,280,000          2,560,000Sistem dan Data Perencanaan001
Dokumen   100.00                   1   92.52                    1.00         35,600,000         38,480,000Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran003
Dokumen   100.00                   1   79.87                    1.00          5,231,000          6,549,000Laporan Evaluasi Program, Koordinasi Lintas Sektoral dan
PHLN /PHDN
004
  100.00                   3    90.59                    3.00          43,111,000         47,589,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2102
Pembinaan Administrasi Umum2103
Rancangan   100.00                   1  100.00                    1.00          7,215,000          7,215,000Rancangan Kebijakan di Bidang Administrasi dan Umum001
  100.00                   1   100.00                    1.00           7,215,000          7,215,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2103
Pembinaan Administrasi Umum2103
Bulan Layanan   100.00                  12   91.56                   12.00        728,750,900        795,897,000Layanan Perkantoran994
Unit     0.00                   1    0.00                    0.00                  0        300,000,000Kendaraan Bermotor995
   92.31                  13    66.50                   12.00         728,750,900      1,095,897,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2103
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan
Kehumasan
2106
Bulan Layanan   100.00                  12   95.20                   12.00         14,280,000         15,000,000Pengelolaan Humas dan Layanan Publik001
  100.00                  12    95.20                   12.00          14,280,000         15,000,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2106
   97.67                  43    78.03                   42.00       3,014,801,225      3,863,674,000JUMLAH  BELANJA  PROGRAM    09.90.01
   88.46                 104    77.74                   12.00      3,021,041,225      3,886,079,000JUMLAH  BELANJA  SUB FUNGSI    09.90
lu_capaiout
Jumat, 13 Januari

















1 2 3 4 5 6 8 97
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI




   88.68                 106    78.06                   94.00       3,077,071,225      3,942,109,000JUMLAH  BELANJA  FUNGSI    09
   88.68                 106    78.06                   94.00       3,077,071,225      3,942,109,000JUMLAH  BELANJA  JENIS SATKER     KD
   88.68                 106    78.06                   94.00       3,077,071,225      3,942,109,000JUMLAH  BELANJA
lu_lrabstkb
Jumat, 13 Januari









UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO




1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN






Program Kerukunan Umat Beragama13
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama5620
Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Institusi Media005
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
           2,380,000                    0  100.00           2,380,000                   0                    0          2,380,000          2,380,000Belanja Bahan521211
             700,000                    0  100.00             700,000                   0                    0            700,000            700,000Belanja Honor Output Kegiatan521213
           3,080,000                    0  100.00           3,080,000                   0                    0          3,080,000          3,080,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212
Belanja Jasa5221
           7,500,000                    0  100.00           7,500,000                   0                    0          7,500,000          7,500,000Belanja Jasa Profesi522151
           7,500,000                    0  100.00           7,500,000                   0                    0          7,500,000          7,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
           5,450,000                    0  100.00           5,450,000                   0                    0          5,450,000          5,450,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114
           5,450,000                    0  100.00           5,450,000                   0                    0          5,450,000          5,450,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
          16,030,000                    0  100.00          16,030,000                   0                    0         16,030,000         16,030,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
          16,030,000                    0  100.00          16,030,000                   0                    0         16,030,000         16,030,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   5620.005
Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota008
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
lu_lrabstkb
Jumat, 13 Januari









UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO




1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN  INI
          40,000,000                    0  100.00          40,000,000                   0                    0         40,000,000         40,000,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
          40,000,000                    0  100.00          40,000,000                   0                    0         40,000,000         40,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212
          40,000,000                    0  100.00          40,000,000                   0                    0         40,000,000         40,000,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
          40,000,000                    0  100.00          40,000,000                   0                    0         40,000,000         40,000,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   5620.008
          56,030,000                    0  100.00          56,030,000                   0                    0         56,030,000         56,030,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    5620
          56,030,000                    0  100.00          56,030,000                   0                    0         56,030,000         56,030,000JUMLAH  BELANJA  PROGRAM    09.01.13
          56,030,000                    0  100.00          56,030,000                   0                    0         56,030,000         56,030,000JUMLAH  BELANJA  SUB FUNGSI    09.01
PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA90
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Agama
01
Pembinaan Administrasi Kepegawaian2099
Asessment dan Pengembangan Pegawai001
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
                   0              210,000    0.00                   0                   0                    0            210,000            210,000Belanja Bahan521211
                   0              210,000    0.00                   0                   0                    0            210,000            210,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212
Belanja Barang Persediaan5218
                   0            2,000,000    0.00                   0                   0                    0          2,000,000          2,000,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
                   0            2,000,000    0.00                   0                   0                    0          2,000,000          2,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
                   0            2,210,000    0.00                   0                   0                    0          2,210,000          2,210,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
                   0            2,210,000    0.00                   0                   0                    0          2,210,000          2,210,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2099.001














UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO




1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN  INI
                   0            1,500,000    0.00                   0                   0                    0          1,500,000          1,500,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
                   0            1,500,000    0.00                   0                   0                    0          1,500,000          1,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
           6,240,000                    0  100.00           6,240,000                   0                    0          6,240,000          6,240,000Belanja Perjalanan Biasa524111
           6,240,000                    0  100.00           6,240,000                   0                    0          6,240,000          6,240,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
           6,240,000            1,500,000   80.62           6,240,000                   0                    0          7,740,000          7,740,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
           6,240,000            1,500,000   80.62           6,240,000                   0                    0          7,740,000          7,740,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2099.002
Pembinaan SDM dan Layanan Kesejahteraan Sosial003
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Persediaan5218
                   0            3,095,000    0.00                   0                   0                    0          3,095,000          3,095,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
                   0            3,095,000    0.00                   0                   0                    0          3,095,000          3,095,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
                   0            9,360,000    0.00                   0                   0                    0          9,360,000          9,360,000Belanja Perjalanan Biasa524111
                   0            9,360,000    0.00                   0                   0                    0          9,360,000          9,360,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
                   0           12,455,000    0.00                   0                   0                    0         12,455,000         12,455,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
                   0           12,455,000    0.00                   0                   0                    0         12,455,000         12,455,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2099.003
           6,240,000           16,165,000   27.85           6,240,000                   0                    0         22,405,000         22,405,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2099
           6,240,000           16,165,000   27.85           6,240,000                   0                    0         22,405,000         22,405,000JUMLAH  BELANJA  PROGRAM    09.90.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Agama
01
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN2100













UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO




1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN  INI
Belanja Barang Persediaan5218
           5,563,000              436,000   92.73           5,563,000                   0                    0          5,999,000          5,999,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
           5,563,000              436,000   92.73           5,563,000                   0                    0          5,999,000          5,999,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
          15,690,000            3,030,000   83.81          15,690,000                   0                    0         18,720,000         18,720,000Belanja Perjalanan Biasa524111
          15,690,000            3,030,000   83.81          15,690,000                   0                    0         18,720,000         18,720,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
          21,253,000            3,466,000   85.98          21,253,000                   0                    0         24,719,000         24,719,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
          21,253,000            3,466,000   85.98          21,253,000                   0                    0         24,719,000         24,719,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2100.003
          21,253,000            3,466,000   85.98          21,253,000                   0                    0         24,719,000         24,719,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2100
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN2100
Layanan Perkantoran994
BELANJA PEGAWAI51
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111
         842,141,640          352,499,360   70.49         842,141,640          60,406,660                    0      1,194,641,000      1,348,738,000Belanja Gaji Pokok PNS511111
               9,559                8,441   53.11               9,559                 713                    0             18,000             18,000Belanja Pembulatan Gaji PNS511119
          62,905,186            1,679,814   97.40          62,905,186           4,864,572                    0         64,585,000         64,585,000Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121
          19,330,296            1,282,704   93.78          19,330,296           1,469,350                    0         20,613,000         20,613,000Belanja Tunj. Anak PNS511122
          23,400,000            1,800,000   92.86          23,400,000           1,800,000                    0         25,200,000         25,200,000Belanja Tunj. Struktural PNS511123
           3,120,000              240,000   92.86           3,120,000             240,000                    0          3,360,000          3,360,000Belanja Tunj. Fungsional PNS511124
           7,837,022                  978   99.99           7,837,022                   0                    0          7,838,000          7,838,000Belanja Tunj. PPh PNS511125
          50,766,420            3,187,580   94.09          50,766,420           4,200,360                    0         53,954,000         53,954,000Belanja Tunj. Beras PNS511126
         127,026,000           40,350,000   75.89         127,026,000          29,274,000                    0        167,376,000        167,376,000Belanja Uang Makan PNS511129
          40,430,000           33,210,000   54.90          40,430,000           3,110,000                    0         73,640,000         73,640,000Belanja Tunjangan Umum PNS511151
lu_lrabstkb
Jumat, 13 Januari









UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO




1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN  INI
       1,176,966,123          434,258,877   73.05       1,176,966,123         105,365,655                    0      1,611,225,000      1,765,322,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5111
Belanja Honorarium5121
         180,000,000                    0  100.00         180,000,000          30,000,000                    0        180,000,000        180,000,000Belanja Uang Honor Tetap512111
         180,000,000                    0  100.00         180,000,000          30,000,000                    0        180,000,000        180,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5121
Belanja Lembur5122
         141,360,000              144,000   99.90         141,360,000                   0                    0        141,504,000        141,504,000Belanja Uang Lembur512211
         141,360,000              144,000   99.90         141,360,000                   0                    0        141,504,000        141,504,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5122
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124
         698,760,202           38,379,798   94.79         698,760,202         154,695,787                    0        737,140,000        737,140,000Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)512411
         698,760,202           38,379,798   94.79         698,760,202         154,695,787                    0        737,140,000        737,140,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5124
       2,197,086,325          472,782,675   82.29       2,197,086,325         290,061,442                    0      2,669,869,000      2,823,966,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 51
       2,197,086,325          472,782,675   82.29       2,197,086,325         290,061,442                    0      2,669,869,000      2,823,966,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2100.994
       2,197,086,325          472,782,675   82.29       2,197,086,325         290,061,442                    0      2,669,869,000      2,823,966,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2100
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana2101
Laporan Kinerja Kementerian002
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
             350,000                    0  100.00             350,000                   0                    0            350,000            350,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
             350,000                    0  100.00             350,000                   0                    0            350,000            350,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212
Belanja Barang Persediaan5218
           1,475,000                    0  100.00           1,475,000                   0                    0          1,475,000          1,475,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
           1,475,000                    0  100.00           1,475,000                   0                    0          1,475,000          1,475,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
           1,280,000              280,000   82.05           1,280,000                   0                    0          1,560,000          1,560,000Belanja Perjalanan Biasa524111
lu_lrabstkb
Jumat, 13 Januari









UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO
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REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN  INI
           1,280,000              280,000   82.05           1,280,000                   0                    0          1,560,000          1,560,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
           3,105,000              280,000   91.73           3,105,000                   0                    0          3,385,000          3,385,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
           3,105,000              280,000   91.73           3,105,000                   0                    0          3,385,000          3,385,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2101.002
           3,105,000              280,000   91.73           3,105,000                   0                    0          3,385,000          3,385,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2101
Pembinaan Administrasi Perencanaan2102
Sistem dan Data Perencanaan001
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Persediaan5218
           1,000,000                    0  100.00           1,000,000                   0                    0          1,000,000          1,000,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
           1,000,000                    0  100.00           1,000,000                   0                    0          1,000,000          1,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
           1,280,000              280,000   82.05           1,280,000                   0                    0          1,560,000          1,560,000Belanja Perjalanan Biasa524111
           1,280,000              280,000   82.05           1,280,000                   0                    0          1,560,000          1,560,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
           2,280,000              280,000   89.06           2,280,000                   0                    0          2,560,000          2,560,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
           2,280,000              280,000   89.06           2,280,000                   0                    0          2,560,000          2,560,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2102.001
Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran003
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
           4,620,000                    0  100.00           4,620,000                   0                    0          4,620,000          4,620,000Belanja Bahan521211
           1,000,000                    0  100.00           1,000,000                   0                    0          1,000,000          1,000,000Belanja Honor Output Kegiatan521213
           5,620,000                    0  100.00           5,620,000                   0                    0          5,620,000          5,620,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212
Belanja Barang Persediaan5218
           3,000,000                    0  100.00           3,000,000           1,000,000                    0          3,000,000          3,000,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
           3,000,000                    0  100.00           3,000,000           1,000,000                    0          3,000,000          3,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
lu_lrabstkb
Jumat, 13 Januari









UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO




1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN  INI
Belanja Jasa5221
          10,000,000                    0  100.00          10,000,000                   0                    0         10,000,000         10,000,000Belanja Jasa Profesi522151
          10,000,000                    0  100.00          10,000,000                   0                    0         10,000,000         10,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
           6,480,000            2,880,000   69.23           6,480,000                   0                    0          9,360,000          9,360,000Belanja Perjalanan Biasa524111
          10,500,000                    0  100.00          10,500,000                   0                    0         10,500,000         10,500,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114
          16,980,000            2,880,000   85.50          16,980,000                   0                    0         19,860,000         19,860,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
          35,600,000            2,880,000   92.52          35,600,000           1,000,000                    0         38,480,000         38,480,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
          35,600,000            2,880,000   92.52          35,600,000           1,000,000                    0         38,480,000         38,480,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2102.003





           1,869,000                    0  100.00           1,869,000                   0                    0          1,869,000          1,869,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
           1,869,000                    0  100.00           1,869,000                   0                    0          1,869,000          1,869,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
           3,362,000            1,318,000   71.84           3,362,000                   0                    0          4,680,000          4,680,000Belanja Perjalanan Biasa524111
           3,362,000            1,318,000   71.84           3,362,000                   0                    0          4,680,000          4,680,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
           5,231,000            1,318,000   79.87           5,231,000                   0                    0          6,549,000          6,549,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
           5,231,000            1,318,000   79.87           5,231,000                   0                    0          6,549,000          6,549,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2102.004
          43,111,000            4,478,000   90.59          43,111,000           1,000,000                    0         47,589,000         47,589,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2102
Pembinaan Administrasi Umum2103













UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO




1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN  INI
Belanja Barang Persediaan5218
           2,535,000                    0  100.00           2,535,000                   0                    0          2,535,000          2,535,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
           2,535,000                    0  100.00           2,535,000                   0                    0          2,535,000          2,535,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
           4,680,000                    0  100.00           4,680,000                   0                    0          4,680,000          4,680,000Belanja Perjalanan Biasa524111
           4,680,000                    0  100.00           4,680,000                   0                    0          4,680,000          4,680,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
           7,215,000                    0  100.00           7,215,000                   0                    0          7,215,000          7,215,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
           7,215,000                    0  100.00           7,215,000                   0                    0          7,215,000          7,215,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2103.001





         106,100,000           13,000,000   89.08         106,100,000          20,165,000                    0        119,100,000        118,100,000Belanja Keperluan Perkantoran521111
          81,360,000                    0  100.00          81,360,000          27,120,000                    0         81,360,000         81,360,000Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115
         187,460,000           13,000,000   93.51         187,460,000          47,285,000                    0        200,460,000        199,460,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5211
Belanja Barang Persediaan5218
          77,609,300              146,700   99.81          77,609,300           3,230,000                    0         77,756,000         78,756,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
          77,609,300              146,700   99.81          77,609,300           3,230,000                    0         77,756,000         78,756,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
Belanja Jasa5221
          31,208,650           28,791,350   52.01          31,208,650           5,715,350                    0         60,000,000         60,000,000Belanja Langganan Listrik522111
           4,690,800            7,309,200   39.09           4,690,800             857,150                    0         12,000,000         12,000,000Belanja Langganan Telepon522112
           5,022,050              977,950   83.70           5,022,050             858,600                    0          6,000,000          6,000,000Belanja Langganan Air522113
          40,921,500           37,078,500   52.46          40,921,500           7,431,100                    0         78,000,000         78,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221
lu_lrabstkb
Jumat, 13 Januari









UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO




1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN  INI
Belanja Pemeliharaan5231
         174,000,000                    0  100.00         174,000,000           4,000,000                    0        174,000,000        174,000,000Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111
          84,375,000            4,015,000   95.46          84,375,000          34,540,000                    0         88,390,000         88,390,000Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121
         258,375,000            4,015,000   98.47         258,375,000          38,540,000                    0        262,390,000        262,390,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5231
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
         164,385,100           12,905,900   92.72         164,385,100          63,313,600                    0        177,291,000        177,291,000Belanja Perjalanan Biasa524111
         164,385,100           12,905,900   92.72         164,385,100          63,313,600                    0        177,291,000        177,291,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
         728,750,900           67,146,100   91.56         728,750,900         159,799,700                    0        795,897,000        795,897,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
         728,750,900           67,146,100   91.56         728,750,900         159,799,700                    0        795,897,000        795,897,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2103.994
Kendaraan Bermotor995
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
                   0          300,000,000    0.00                   0                   0                    0        300,000,000        300,000,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
                   0          300,000,000    0.00                   0                   0                    0        300,000,000        300,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5321
                   0          300,000,000    0.00                   0                   0                    0        300,000,000        300,000,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 53
                   0          300,000,000    0.00                   0                   0                    0        300,000,000        300,000,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2103.995
         728,750,900          367,146,100   66.50         728,750,900         159,799,700                    0      1,095,897,000      1,095,897,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2103
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan
Kehumasan
2106
Pengelolaan Humas dan Layanan Publik001
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
           1,120,000                    0  100.00           1,120,000             560,000                    0          1,120,000          1,120,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
           1,120,000                    0  100.00           1,120,000             560,000                    0          1,120,000          1,120,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212
lu_lrabstkb
Jumat, 13 Januari









UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO




1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN  INI
Belanja Barang Persediaan5218
           2,000,000                    0  100.00           2,000,000                   0                    0          2,000,000          2,000,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
           2,000,000                    0  100.00           2,000,000                   0                    0          2,000,000          2,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
           3,960,000              720,000   84.62           3,960,000           1,750,000                    0          4,680,000          4,680,000Belanja Perjalanan Biasa524111
           7,200,000                    0  100.00           7,200,000           3,600,000                    0          7,200,000          7,200,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
          11,160,000              720,000   93.94          11,160,000           5,350,000                    0         11,880,000         11,880,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
          14,280,000              720,000   95.20          14,280,000           5,910,000                    0         15,000,000         15,000,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
          14,280,000              720,000   95.20          14,280,000           5,910,000                    0         15,000,000         15,000,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2106.001
          14,280,000              720,000   95.20          14,280,000           5,910,000                    0         15,000,000         15,000,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2106
       3,014,801,225          848,872,775   78.03       3,014,801,225         456,771,142                    0      3,863,674,000      4,017,771,000JUMLAH  BELANJA  PROGRAM    09.90.01
       3,021,041,225          865,037,775   77.74       3,021,041,225         456,771,142                    0      3,886,079,000      4,040,176,000JUMLAH  BELANJA  SUB FUNGSI    09.90
       3,077,071,225          865,037,775   78.06       3,077,071,225         456,771,142                    0      3,942,109,000      4,096,206,000JUMLAH  BELANJA  FUNGSI    09
       3,077,071,225          865,037,775   78.06       3,077,071,225         456,771,142                    0      3,942,109,000      4,096,206,000JUMLAH  BELANJA  CARA PENARIKAN    0
       3,077,071,225          865,037,775   78.06       3,077,071,225         456,771,142                    0      3,942,109,000      4,096,206,000JUMLAH  BELANJA  SUMBER DANA    01
       3,077,071,225          865,037,775   78.06       3,077,071,225         456,771,142                    0      3,942,109,000      4,096,206,000JUMLAH  BELANJA  JENIS SATKER     KD
       3,077,071,225          865,037,775   78.06       3,077,071,225         456,771,142                    0      3,942,109,000      4,096,206,000 JUMLAH TRANSAKSI KAS













UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH S/D




1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : XX XXXXXXXXXXX
TRANSAKSI KAS
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0Tidak ada data....!
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0JUMLAH  PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0JUMLAH  PENGEMBALIAN BELANJA  OUTPUT       .
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA  KEGIATAN
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0JUMLAH  PENGEMBALIAN BELANJA  PROGRAM      .  .
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA  SUB FUNGSI      .
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA  FUNGSI
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA  CARA PENARIKAN
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0JUMLAH PENGEMBALIAN  BELANJA  SUMBER DANA
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA  JENIS SATKER     XX
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0 JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS






LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH







U R A I A N
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PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(DALAM RUPIAH)









: 1900 SULAWESI SELATAN




     7
TRANSAKSI KAS
Penerimaan Dalam NegeriI
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK42
PNBP LAINNYA423
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta
Pendapatan dari Penjualan
4231
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN42312
              11,116,110                      0             11,116,110                      0                      0423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0.00
              25,485,000                      0             25,485,000                      0                      0423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0.00
              36,601,110                       0             36,601,110                      0                      0Jumlah Penerimaan 42312 0.00
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN42314
                 121,200                      0                121,200                 10,100                      0423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0.00
                 121,200                       0                121,200                 10,100                      0Jumlah Penerimaan 42314 0.00
              36,722,310                       0             36,722,310                 10,100                      04231 0.00Jumlah Penerimaan
              36,722,310                       0             36,722,310                 10,100                      0423 0.00Jumlah Penerimaan
              36,722,310                       0             36,722,310                 10,100                      042 0.00Jumlah Penerimaan
              36,722,310                       0             36,722,310                 10,100                      0Jumlah Penerimaan Dalam Negeri 0.00
              36,722,310                       0             36,722,310                 10,100                      0JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0.00
              36,722,310                       0             36,722,310                 10,100                      0 0.00JUMLAH PENDAPATAN












U R A I A N
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REAL.
PEND
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(DALAM RUPIAH)
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

















: 1900 SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI






PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
13-01-17










PER 31 DESEMBER 2016
NERACA PERCOBAAN










        3,515,138,000131111 Tanah0
           94,871,000132111 Peralatan dan Mesin0
        3,775,319,000133111 Gedung dan Bangunan0
            2,654,000134112 Irigasi0
           94,871,000137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin0
          878,511,141137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan0
              574,862137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi0
          689,094,910166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan0
          606,909,310169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi0
        3,077,071,225313111 Ditagihkan ke Entitas Lain0
           36,722,310313121 Diterima dari Entitas Lain0
        7,300,054,323391111 Ekuitas0
           11,119,330391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi0
           11,116,110423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin3
           25,485,000423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya3
              121,200423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan3
          842,141,640511111 Beban Gaji Pokok PNS3
                9,559511119 Beban Pembulatan Gaji PNS3
           62,905,186511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS3
           19,330,296511122 Beban Tunj. Anak PNS3
           23,400,000511123 Beban Tunj. Struktural PNS3
            3,120,000511124 Beban Tunj. Fungsional PNS3
            7,837,022511125 Beban Tunj. PPh PNS3
           50,766,420511126 Beban Tunj. Beras PNS3
          127,026,000511129 Beban Uang Makan PNS3
           40,430,000511151 Beban Tunjangan Umum PNS3
          180,000,000512111 Beban Uang Honor Tetap3
          141,360,000512211 Beban Uang Lembur3
          698,760,202512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)3
          106,100,000521111 Beban Keperluan Perkantoran3
           81,360,000521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja3
            7,000,000521211 Beban Bahan3
            1,700,000521213 Beban Honor Output Kegiatan3
           41,470,000521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya3






PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
13-01-17










PER 31 DESEMBER 2016
NERACA PERCOBAAN










            4,690,800522112 Beban Langganan Telepon3
            5,022,050522113 Beban Langganan Air3
           17,500,000522151 Beban Jasa Profesi3
          174,000,000523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan3
           84,375,000523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin3
          207,357,100524111 Beban Perjalanan Biasa3
            7,200,000524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota3
           15,950,000524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota3
           37,531,150591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin3
          164,870,852591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan3
               54,896591312 Beban Penyusutan Irigasi3
           33,656,150592222 Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam3
           94,201,300593111 Beban Persediaan konsumsi3
              850,000593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan3
          578,850,008596111 Beban Kerugian Pelepasan Aset3






PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
13-01-17










PER 31 DESEMBER 2016
NERACA PERCOBAAN










          865,037,775115612 Piutang dari KPPN0
           36,722,310219711 Utang Kepada KUN0
        1,194,641,000511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS2
               18,000511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS2
           64,585,000511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS2
           20,613,000511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS2
           25,200,000511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS2
            3,360,000511124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS2
            7,838,000511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS2
           53,954,000511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS2
          167,376,000511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS2
           73,640,000511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS2
          180,000,000512111 Allotment Belanja Uang Honor Tetap2
          141,504,000512211 Allotment Belanja Uang Lembur2
          737,140,000512411 Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)2
          119,100,000521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran2
           81,360,000521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja2
            7,210,000521211 Allotment Belanja Bahan2
            1,700,000521213 Allotment Belanja Honor Output Kegiatan2
           41,470,000521219 Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya2
          102,229,000521811 Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi2
           60,000,000522111 Allotment Belanja Langganan Listrik2
           12,000,000522112 Allotment Belanja Langganan Telepon2
            6,000,000522113 Allotment Belanja Langganan Air2
           17,500,000522151 Allotment Belanja Jasa Profesi2
          174,000,000523111 Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan2
           88,390,000523121 Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin2
          238,131,000524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa2
            7,200,000524113 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota2
           15,950,000524114 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota2
          300,000,000532111 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin2
           11,116,110423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin3
           25,485,000423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya3
              121,200423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan3






PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
13-01-17










PER 31 DESEMBER 2016
NERACA PERCOBAAN










                9,559511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS3
           62,905,186511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS3
           19,330,296511122 Belanja Tunj. Anak PNS3
           23,400,000511123 Belanja Tunj. Struktural PNS3
            3,120,000511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS3
            7,837,022511125 Belanja Tunj. PPh PNS3
           50,766,420511126 Belanja Tunj. Beras PNS3
          127,026,000511129 Belanja Uang Makan PNS3
           40,430,000511151 Belanja Tunjangan Umum PNS3
          180,000,000512111 Belanja Uang Honor Tetap3
          141,360,000512211 Belanja Uang Lembur3
          698,760,202512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)3
          106,100,000521111 Belanja Keperluan Perkantoran3
           81,360,000521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja3
            7,000,000521211 Belanja Bahan3
            1,700,000521213 Belanja Honor Output Kegiatan3
           41,470,000521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya3
           95,051,300521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi3
           31,208,650522111 Belanja Langganan Listrik3
            4,690,800522112 Belanja Langganan Telepon3
            5,022,050522113 Belanja Langganan Air3
           17,500,000522151 Belanja Jasa Profesi3
          174,000,000523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan3
           84,375,000523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin3
          207,357,100524111 Belanja Perjalanan Biasa3
            7,200,000524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota3
           15,950,000524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota3




TINGKAT SATUAN KERJA 
(DALAM RUPIAH)
13/01/17






UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
lu_losatkerKode Laporan:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI   

















Pendapatan Pajak Penghasilan 0
Pendapatan Pajak  Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah 0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0
Pendapatan Cukai 0
Pendapatan Pajak Lainnya 0
Pendapatan Bea Masuk 0
Pendapatan Bea Keluar 0
Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pendapatan Sumber Daya Alam 0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba 0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 121,200
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 121,200 
PENDAPATAN HIBAH
Pendapatan Hibah 0
Jumlah Pendapatan Hibah 0 




Beban Barang dan Jasa 296,051,500
Beban Pemeliharaan 258,375,000
Beban Perjalanan Dinas 230,507,100




Beban Bantuan Sosial 0
Beban Penyusutan dan Amortisasi 236,113,048
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 0
Beban Transfer 0
Beban Lain-Lain 0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 3,312,334,273 
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (          3,312,213,073)
KEGIATAN NON OPERASIONAL




TINGKAT SATUAN KERJA 
(DALAM RUPIAH)
13/01/17






UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
lu_losatkerKode Laporan:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI   













JENIS KEWENANGAN      : KD KANTOR DAERAH
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 36,601,110
Beban Pelepasan Aset Non Lancar 578,850,008
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar (            542,248,898)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 850,000
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (                850,000)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (            543,098,898)
POS LUAR BIASA
Beban Luar Biasa 0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA 0 
SURPLUS / (DEFISIT) - LO (          3,855,311,971)
Kepala,
Sinjai,  31 Desember 2016





TINGKAT SATUAN KERJA 
(DALAM RUPIAH)
13/01/17






UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
lu_losatkerKode Laporan:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI   


















Pendapatan Pajak  Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan





Jumlah Pendapatan Perpajakan 0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pendapatan Sumber Daya Alam
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
423141   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 121,200
121,200 Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 121,200
PENDAPATAN HIBAH
Pendapatan Hibah
Jumlah Pendapatan Hibah 0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 121,200 
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai
511111   Beban Gaji Pokok PNS 842,141,640
511119   Beban Pembulatan Gaji PNS 9,559
511121   Beban Tunj. Suami/Istri PNS 62,905,186
511122   Beban Tunj. Anak PNS 19,330,296
511123   Beban Tunj. Struktural PNS 23,400,000
511124   Beban Tunj. Fungsional PNS 3,120,000
511125   Beban Tunj. PPh PNS 7,837,022
511126   Beban Tunj. Beras PNS 50,766,420
511129   Beban Uang Makan PNS 127,026,000
511151   Beban Tunjangan Umum PNS 40,430,000
512111   Beban Uang Honor Tetap 180,000,000
512211   Beban Uang Lembur 141,360,000
512411   Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 698,760,202
2,197,086,325 Jumlah Beban Pegawai
Beban Persediaan
593111   Beban Persediaan konsumsi 94,201,300
94,201,300 Jumlah Beban Persediaan




TINGKAT SATUAN KERJA 
(DALAM RUPIAH)
13/01/17






UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
lu_losatkerKode Laporan:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI   













JENIS KEWENANGAN      : KD KANTOR DAERAH
521111   Beban Keperluan Perkantoran 106,100,000
521115   Beban Honor Operasional Satuan Kerja 81,360,000
521211   Beban Bahan 7,000,000
521213   Beban Honor Output Kegiatan 1,700,000
521219   Beban Barang Non Operasional Lainnya 41,470,000
522111   Beban Langganan Listrik 31,208,650
522112   Beban Langganan Telepon 4,690,800
522113   Beban Langganan Air 5,022,050
522151   Beban Jasa Profesi 17,500,000
296,051,500 Jumlah Beban Barang dan Jasa
Beban Pemeliharaan
523111   Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 174,000,000
523121   Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 84,375,000
258,375,000 Jumlah Beban Pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas
524111   Beban Perjalanan Biasa 207,357,100
524113   Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,200,000
524114   Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15,950,000
230,507,100 Jumlah Beban Perjalanan Dinas





Beban Penyusutan dan Amortisasi
591111   Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 37,531,150
591211   Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 164,870,852
591312   Beban Penyusutan Irigasi 54,896
592222   Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan
dalam Operasional Pemerintah
33,656,150
236,113,048 Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Beban Transfer
Beban Lain-Lain
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 3,312,334,273 
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (          3,312,213,073)
KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
423122   Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 11,116,110
423129   Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 25,485,000
36,601,110 Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Beban Pelepasan Aset Non Lancar




TINGKAT SATUAN KERJA 
(DALAM RUPIAH)
13/01/17






UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
lu_losatkerKode Laporan:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI   













JENIS KEWENANGAN      : KD KANTOR DAERAH
578,850,008 Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar (            542,248,898)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
593311   Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 850,000
850,000 Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (                850,000)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (            543,098,898)
POS LUAR BIASA
Beban Luar Biasa
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA 0 
SURPLUS / (DEFISIT) - LO (          3,855,311,971)
Kepala,
Sinjai,  31 Desember 2016




LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
TINGKAT SATUAN KERJA 
(DALAM RUPIAH)
13/01/17






UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
lu_lpesatkerKode Laporan:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI   













JENIS KEWENANGAN      : KD KANTOR DAERAH
EKUITAS AWAL 7,300,054,323
SURPLUS/DEFISIT - LO (          3,855,311,971)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR 0
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS 11,119,330
     Penyesuaian Nilai Aset 0
     Koreksi Nilai Persediaan 0
     Selisih Revaluasi Aset Tetap 0
     Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 11,119,330
     Koreksi Lain-lain 0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 3,040,348,915
     Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung 0
     Setoran Surplus BLU 0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (            803,843,726)
EKUITAS AKHIR 6,496,210,597
Kepala,
Sinjai,  31 Desember 2016




LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
TINGKAT SATUAN KERJA 
(DALAM RUPIAH)
13/01/17






UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
lu_lpesatkerKode Laporan:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI   













JENIS KEWENANGAN      : KD KANTOR DAERAH
EKUITAS AWAL 7,300,054,323
SURPLUS/DEFISIT - LO (          3,855,311,971)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR 0
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS 11,119,330
     Penyesuaian Nilai Aset 0
         391117  Penyesuaian Nilai Persediaan 0
         311312  Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu 0
         311313  SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi 0
         311315  Penyesuaian SAL BLU 0
     Koreksi Nilai Persediaan 0
         391113  Koreksi Nilai Persediaan 0
     Selisih Revaluasi Aset Tetap 0
         391114  Revaluasi Aset Tetap 0
     Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 11,119,330
         391116  Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 11,119,330
         391118  Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi 0
     Koreksi Lain-lain 0
         391119  Koreksi Lainnya 0
         391121  Ekuitas Transaksi Lainnya 0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 3,040,348,915
         313111  Ditagihkan Ke Entitas Lain 3,077,071,225
         313121  Diterima Dari Entitas Lain (             36,722,310)
         313211  Transfer Keluar 0
         313221  Transfer Masuk 0
         313231  Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU 0
         391131  Pengesahan Hibah Langsung 0
         391132  Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung 0
         391141  Setoran Surplus BLU 0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (            803,843,726)
EKUITAS AKHIR 6,496,210,597
Kepala,
Sinjai,  31 Desember 2016





UNIT ORGANISASI   




   1
Tanggal
Halaman



















JENIS KEWENANGAN      : KD KANTOR DAERAH
ASET
ASET TETAP
         3,515,138,000Tanah
            94,871,000Peralatan dan Mesin
         3,775,319,000Gedung dan Bangunan
             2,654,000Jalan, Irigasi dan Jaringan
(          973,957,003)Akumulasi Penyusutan
         6,414,024,997 JUMLAH ASET TETAP
ASET LAINNYA
           689,094,910Aset Lain-lain
(          606,909,310)Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
            82,185,600 JUMLAH ASET LAINNYA
         6,496,210,597 JUMLAH ASET
EKUITAS
EKUITAS
         6,496,210,597Ekuitas
         6,496,210,597 JUMLAH EKUITAS
         6,496,210,597JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kepala,
Sinjai,  31 Desember 2016
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KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI






Program Kerukunan Umat Beragama13
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama5620
Kegiatan   100.00                   1  100.00                    1.00         16,030,000         16,030,000Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Institusi Media005
Lokasi   100.00                   1  100.00                    1.00         40,000,000         40,000,000Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota008
  100.00                   2   100.00                    2.00          56,030,000         56,030,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    5620
  100.00                   2   100.00                    2.00          56,030,000         56,030,000JUMLAH  BELANJA  PROGRAM    09.01.13
  100.00                   2   100.00                    1.00         56,030,000         56,030,000JUMLAH  BELANJA  SUB FUNGSI    09.01
PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA90
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Agama
01
Pembinaan Administrasi Kepegawaian2099
Orang     0.00                  10    0.00                    0.00                  0          2,210,000Asessment dan Pengembangan Pegawai001
Data Pegawai   100.00                  50   80.62                   50.00          6,240,000          7,740,000Data dan Informasi Pegawai002
Kegiatan     0.00                   1    0.00                    0.00                  0         12,455,000Pembinaan SDM dan Layanan Kesejahteraan Sosial003
   81.97                  61    27.85                   50.00           6,240,000         22,405,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2099
   81.97                  61    27.85                   50.00           6,240,000         22,405,000JUMLAH  BELANJA  PROGRAM    09.90.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Agama
01
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN2100
Dokumen   100.00                   1   85.98                    1.00         21,253,000         24,719,000Laporan Keuangan dan BMN003
  100.00                   1    85.98                    1.00          21,253,000         24,719,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2100
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN2100
lu_capaiout
Jumat, 13 Januari

















1 2 3 4 5 6 8 97
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI




Bulan Layanan   100.00                  12   82.29                   12.00      2,197,086,325      2,669,869,000Layanan Perkantoran994
  100.00                  12    82.29                   12.00       2,197,086,325      2,669,869,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2100
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana2101
Laporan   100.00                   1   91.73                    1.00          3,105,000          3,385,000Laporan Kinerja Kementerian002
  100.00                   1    91.73                    1.00           3,105,000          3,385,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2101
Pembinaan Administrasi Perencanaan2102
Sistem   100.00                   1   89.06                    1.00          2,280,000          2,560,000Sistem dan Data Perencanaan001
Dokumen   100.00                   1   92.52                    1.00         35,600,000         38,480,000Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran003
Dokumen   100.00                   1   79.87                    1.00          5,231,000          6,549,000Laporan Evaluasi Program, Koordinasi Lintas Sektoral dan
PHLN /PHDN
004
  100.00                   3    90.59                    3.00          43,111,000         47,589,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2102
Pembinaan Administrasi Umum2103
Rancangan   100.00                   1  100.00                    1.00          7,215,000          7,215,000Rancangan Kebijakan di Bidang Administrasi dan Umum001
  100.00                   1   100.00                    1.00           7,215,000          7,215,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2103
Pembinaan Administrasi Umum2103
Bulan Layanan   100.00                  12   91.56                   12.00        728,750,900        795,897,000Layanan Perkantoran994
Unit     0.00                   1    0.00                    0.00                  0        300,000,000Kendaraan Bermotor995
   92.31                  13    66.50                   12.00         728,750,900      1,095,897,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2103
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan
Kehumasan
2106
Bulan Layanan   100.00                  12   95.20                   12.00         14,280,000         15,000,000Pengelolaan Humas dan Layanan Publik001
  100.00                  12    95.20                   12.00          14,280,000         15,000,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2106
   97.67                  43    78.03                   42.00       3,014,801,225      3,863,674,000JUMLAH  BELANJA  PROGRAM    09.90.01
   88.46                 104    77.74                   12.00      3,021,041,225      3,886,079,000JUMLAH  BELANJA  SUB FUNGSI    09.90
lu_capaiout
Jumat, 13 Januari
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KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI




   88.68                 106    78.06                   94.00       3,077,071,225      3,942,109,000JUMLAH  BELANJA  FUNGSI    09
   88.68                 106    78.06                   94.00       3,077,071,225      3,942,109,000JUMLAH  BELANJA  JENIS SATKER     KD
   88.68                 106    78.06                   94.00       3,077,071,225      3,942,109,000JUMLAH  BELANJA
lu_lrabstkb
Jumat, 13 Januari









UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO
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REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN






Program Kerukunan Umat Beragama13
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama5620
Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Institusi Media005
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
           2,380,000                    0  100.00           2,380,000                   0                    0          2,380,000          2,380,000Belanja Bahan521211
             700,000                    0  100.00             700,000                   0                    0            700,000            700,000Belanja Honor Output Kegiatan521213
           3,080,000                    0  100.00           3,080,000                   0                    0          3,080,000          3,080,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212
Belanja Jasa5221
           7,500,000                    0  100.00           7,500,000                   0                    0          7,500,000          7,500,000Belanja Jasa Profesi522151
           7,500,000                    0  100.00           7,500,000                   0                    0          7,500,000          7,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
           5,450,000                    0  100.00           5,450,000                   0                    0          5,450,000          5,450,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114
           5,450,000                    0  100.00           5,450,000                   0                    0          5,450,000          5,450,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
          16,030,000                    0  100.00          16,030,000                   0                    0         16,030,000         16,030,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
          16,030,000                    0  100.00          16,030,000                   0                    0         16,030,000         16,030,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   5620.005
Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota008
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
lu_lrabstkb
Jumat, 13 Januari









UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO
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REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN  INI
          40,000,000                    0  100.00          40,000,000                   0                    0         40,000,000         40,000,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
          40,000,000                    0  100.00          40,000,000                   0                    0         40,000,000         40,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212
          40,000,000                    0  100.00          40,000,000                   0                    0         40,000,000         40,000,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
          40,000,000                    0  100.00          40,000,000                   0                    0         40,000,000         40,000,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   5620.008
          56,030,000                    0  100.00          56,030,000                   0                    0         56,030,000         56,030,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    5620
          56,030,000                    0  100.00          56,030,000                   0                    0         56,030,000         56,030,000JUMLAH  BELANJA  PROGRAM    09.01.13
          56,030,000                    0  100.00          56,030,000                   0                    0         56,030,000         56,030,000JUMLAH  BELANJA  SUB FUNGSI    09.01
PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA90
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Agama
01
Pembinaan Administrasi Kepegawaian2099
Asessment dan Pengembangan Pegawai001
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
                   0              210,000    0.00                   0                   0                    0            210,000            210,000Belanja Bahan521211
                   0              210,000    0.00                   0                   0                    0            210,000            210,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212
Belanja Barang Persediaan5218
                   0            2,000,000    0.00                   0                   0                    0          2,000,000          2,000,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
                   0            2,000,000    0.00                   0                   0                    0          2,000,000          2,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
                   0            2,210,000    0.00                   0                   0                    0          2,210,000          2,210,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
                   0            2,210,000    0.00                   0                   0                    0          2,210,000          2,210,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2099.001














UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO




1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN  INI
                   0            1,500,000    0.00                   0                   0                    0          1,500,000          1,500,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
                   0            1,500,000    0.00                   0                   0                    0          1,500,000          1,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
           6,240,000                    0  100.00           6,240,000                   0                    0          6,240,000          6,240,000Belanja Perjalanan Biasa524111
           6,240,000                    0  100.00           6,240,000                   0                    0          6,240,000          6,240,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
           6,240,000            1,500,000   80.62           6,240,000                   0                    0          7,740,000          7,740,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
           6,240,000            1,500,000   80.62           6,240,000                   0                    0          7,740,000          7,740,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2099.002
Pembinaan SDM dan Layanan Kesejahteraan Sosial003
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Persediaan5218
                   0            3,095,000    0.00                   0                   0                    0          3,095,000          3,095,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
                   0            3,095,000    0.00                   0                   0                    0          3,095,000          3,095,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
                   0            9,360,000    0.00                   0                   0                    0          9,360,000          9,360,000Belanja Perjalanan Biasa524111
                   0            9,360,000    0.00                   0                   0                    0          9,360,000          9,360,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
                   0           12,455,000    0.00                   0                   0                    0         12,455,000         12,455,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
                   0           12,455,000    0.00                   0                   0                    0         12,455,000         12,455,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2099.003
           6,240,000           16,165,000   27.85           6,240,000                   0                    0         22,405,000         22,405,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2099
           6,240,000           16,165,000   27.85           6,240,000                   0                    0         22,405,000         22,405,000JUMLAH  BELANJA  PROGRAM    09.90.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Agama
01
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN2100













UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO




1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN  INI
Belanja Barang Persediaan5218
           5,563,000              436,000   92.73           5,563,000                   0                    0          5,999,000          5,999,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
           5,563,000              436,000   92.73           5,563,000                   0                    0          5,999,000          5,999,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
          15,690,000            3,030,000   83.81          15,690,000                   0                    0         18,720,000         18,720,000Belanja Perjalanan Biasa524111
          15,690,000            3,030,000   83.81          15,690,000                   0                    0         18,720,000         18,720,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
          21,253,000            3,466,000   85.98          21,253,000                   0                    0         24,719,000         24,719,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
          21,253,000            3,466,000   85.98          21,253,000                   0                    0         24,719,000         24,719,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2100.003
          21,253,000            3,466,000   85.98          21,253,000                   0                    0         24,719,000         24,719,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2100
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN2100
Layanan Perkantoran994
BELANJA PEGAWAI51
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111
         842,141,640          352,499,360   70.49         842,141,640          60,406,660                    0      1,194,641,000      1,348,738,000Belanja Gaji Pokok PNS511111
               9,559                8,441   53.11               9,559                 713                    0             18,000             18,000Belanja Pembulatan Gaji PNS511119
          62,905,186            1,679,814   97.40          62,905,186           4,864,572                    0         64,585,000         64,585,000Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121
          19,330,296            1,282,704   93.78          19,330,296           1,469,350                    0         20,613,000         20,613,000Belanja Tunj. Anak PNS511122
          23,400,000            1,800,000   92.86          23,400,000           1,800,000                    0         25,200,000         25,200,000Belanja Tunj. Struktural PNS511123
           3,120,000              240,000   92.86           3,120,000             240,000                    0          3,360,000          3,360,000Belanja Tunj. Fungsional PNS511124
           7,837,022                  978   99.99           7,837,022                   0                    0          7,838,000          7,838,000Belanja Tunj. PPh PNS511125
          50,766,420            3,187,580   94.09          50,766,420           4,200,360                    0         53,954,000         53,954,000Belanja Tunj. Beras PNS511126
         127,026,000           40,350,000   75.89         127,026,000          29,274,000                    0        167,376,000        167,376,000Belanja Uang Makan PNS511129
          40,430,000           33,210,000   54.90          40,430,000           3,110,000                    0         73,640,000         73,640,000Belanja Tunjangan Umum PNS511151
lu_lrabstkb
Jumat, 13 Januari









UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO




1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN  INI
       1,176,966,123          434,258,877   73.05       1,176,966,123         105,365,655                    0      1,611,225,000      1,765,322,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5111
Belanja Honorarium5121
         180,000,000                    0  100.00         180,000,000          30,000,000                    0        180,000,000        180,000,000Belanja Uang Honor Tetap512111
         180,000,000                    0  100.00         180,000,000          30,000,000                    0        180,000,000        180,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5121
Belanja Lembur5122
         141,360,000              144,000   99.90         141,360,000                   0                    0        141,504,000        141,504,000Belanja Uang Lembur512211
         141,360,000              144,000   99.90         141,360,000                   0                    0        141,504,000        141,504,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5122
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124
         698,760,202           38,379,798   94.79         698,760,202         154,695,787                    0        737,140,000        737,140,000Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)512411
         698,760,202           38,379,798   94.79         698,760,202         154,695,787                    0        737,140,000        737,140,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5124
       2,197,086,325          472,782,675   82.29       2,197,086,325         290,061,442                    0      2,669,869,000      2,823,966,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 51
       2,197,086,325          472,782,675   82.29       2,197,086,325         290,061,442                    0      2,669,869,000      2,823,966,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2100.994
       2,197,086,325          472,782,675   82.29       2,197,086,325         290,061,442                    0      2,669,869,000      2,823,966,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2100
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana2101
Laporan Kinerja Kementerian002
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
             350,000                    0  100.00             350,000                   0                    0            350,000            350,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
             350,000                    0  100.00             350,000                   0                    0            350,000            350,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212
Belanja Barang Persediaan5218
           1,475,000                    0  100.00           1,475,000                   0                    0          1,475,000          1,475,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
           1,475,000                    0  100.00           1,475,000                   0                    0          1,475,000          1,475,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
           1,280,000              280,000   82.05           1,280,000                   0                    0          1,560,000          1,560,000Belanja Perjalanan Biasa524111
lu_lrabstkb
Jumat, 13 Januari









UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO




1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN  INI
           1,280,000              280,000   82.05           1,280,000                   0                    0          1,560,000          1,560,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
           3,105,000              280,000   91.73           3,105,000                   0                    0          3,385,000          3,385,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
           3,105,000              280,000   91.73           3,105,000                   0                    0          3,385,000          3,385,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2101.002
           3,105,000              280,000   91.73           3,105,000                   0                    0          3,385,000          3,385,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2101
Pembinaan Administrasi Perencanaan2102
Sistem dan Data Perencanaan001
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Persediaan5218
           1,000,000                    0  100.00           1,000,000                   0                    0          1,000,000          1,000,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
           1,000,000                    0  100.00           1,000,000                   0                    0          1,000,000          1,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
           1,280,000              280,000   82.05           1,280,000                   0                    0          1,560,000          1,560,000Belanja Perjalanan Biasa524111
           1,280,000              280,000   82.05           1,280,000                   0                    0          1,560,000          1,560,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
           2,280,000              280,000   89.06           2,280,000                   0                    0          2,560,000          2,560,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
           2,280,000              280,000   89.06           2,280,000                   0                    0          2,560,000          2,560,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2102.001
Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran003
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
           4,620,000                    0  100.00           4,620,000                   0                    0          4,620,000          4,620,000Belanja Bahan521211
           1,000,000                    0  100.00           1,000,000                   0                    0          1,000,000          1,000,000Belanja Honor Output Kegiatan521213
           5,620,000                    0  100.00           5,620,000                   0                    0          5,620,000          5,620,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212
Belanja Barang Persediaan5218
           3,000,000                    0  100.00           3,000,000           1,000,000                    0          3,000,000          3,000,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
           3,000,000                    0  100.00           3,000,000           1,000,000                    0          3,000,000          3,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
lu_lrabstkb
Jumat, 13 Januari









UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO




1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN  INI
Belanja Jasa5221
          10,000,000                    0  100.00          10,000,000                   0                    0         10,000,000         10,000,000Belanja Jasa Profesi522151
          10,000,000                    0  100.00          10,000,000                   0                    0         10,000,000         10,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
           6,480,000            2,880,000   69.23           6,480,000                   0                    0          9,360,000          9,360,000Belanja Perjalanan Biasa524111
          10,500,000                    0  100.00          10,500,000                   0                    0         10,500,000         10,500,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114
          16,980,000            2,880,000   85.50          16,980,000                   0                    0         19,860,000         19,860,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
          35,600,000            2,880,000   92.52          35,600,000           1,000,000                    0         38,480,000         38,480,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
          35,600,000            2,880,000   92.52          35,600,000           1,000,000                    0         38,480,000         38,480,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2102.003





           1,869,000                    0  100.00           1,869,000                   0                    0          1,869,000          1,869,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
           1,869,000                    0  100.00           1,869,000                   0                    0          1,869,000          1,869,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
           3,362,000            1,318,000   71.84           3,362,000                   0                    0          4,680,000          4,680,000Belanja Perjalanan Biasa524111
           3,362,000            1,318,000   71.84           3,362,000                   0                    0          4,680,000          4,680,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
           5,231,000            1,318,000   79.87           5,231,000                   0                    0          6,549,000          6,549,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
           5,231,000            1,318,000   79.87           5,231,000                   0                    0          6,549,000          6,549,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2102.004
          43,111,000            4,478,000   90.59          43,111,000           1,000,000                    0         47,589,000         47,589,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2102
Pembinaan Administrasi Umum2103













UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO




1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN  INI
Belanja Barang Persediaan5218
           2,535,000                    0  100.00           2,535,000                   0                    0          2,535,000          2,535,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
           2,535,000                    0  100.00           2,535,000                   0                    0          2,535,000          2,535,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
           4,680,000                    0  100.00           4,680,000                   0                    0          4,680,000          4,680,000Belanja Perjalanan Biasa524111
           4,680,000                    0  100.00           4,680,000                   0                    0          4,680,000          4,680,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
           7,215,000                    0  100.00           7,215,000                   0                    0          7,215,000          7,215,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
           7,215,000                    0  100.00           7,215,000                   0                    0          7,215,000          7,215,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2103.001





         106,100,000           13,000,000   89.08         106,100,000          20,165,000                    0        119,100,000        118,100,000Belanja Keperluan Perkantoran521111
          81,360,000                    0  100.00          81,360,000          27,120,000                    0         81,360,000         81,360,000Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115
         187,460,000           13,000,000   93.51         187,460,000          47,285,000                    0        200,460,000        199,460,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5211
Belanja Barang Persediaan5218
          77,609,300              146,700   99.81          77,609,300           3,230,000                    0         77,756,000         78,756,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
          77,609,300              146,700   99.81          77,609,300           3,230,000                    0         77,756,000         78,756,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
Belanja Jasa5221
          31,208,650           28,791,350   52.01          31,208,650           5,715,350                    0         60,000,000         60,000,000Belanja Langganan Listrik522111
           4,690,800            7,309,200   39.09           4,690,800             857,150                    0         12,000,000         12,000,000Belanja Langganan Telepon522112
           5,022,050              977,950   83.70           5,022,050             858,600                    0          6,000,000          6,000,000Belanja Langganan Air522113
          40,921,500           37,078,500   52.46          40,921,500           7,431,100                    0         78,000,000         78,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221
lu_lrabstkb
Jumat, 13 Januari









UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO




1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN  INI
Belanja Pemeliharaan5231
         174,000,000                    0  100.00         174,000,000           4,000,000                    0        174,000,000        174,000,000Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111
          84,375,000            4,015,000   95.46          84,375,000          34,540,000                    0         88,390,000         88,390,000Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121
         258,375,000            4,015,000   98.47         258,375,000          38,540,000                    0        262,390,000        262,390,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5231
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
         164,385,100           12,905,900   92.72         164,385,100          63,313,600                    0        177,291,000        177,291,000Belanja Perjalanan Biasa524111
         164,385,100           12,905,900   92.72         164,385,100          63,313,600                    0        177,291,000        177,291,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
         728,750,900           67,146,100   91.56         728,750,900         159,799,700                    0        795,897,000        795,897,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
         728,750,900           67,146,100   91.56         728,750,900         159,799,700                    0        795,897,000        795,897,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2103.994
Kendaraan Bermotor995
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
                   0          300,000,000    0.00                   0                   0                    0        300,000,000        300,000,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
                   0          300,000,000    0.00                   0                   0                    0        300,000,000        300,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5321
                   0          300,000,000    0.00                   0                   0                    0        300,000,000        300,000,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 53
                   0          300,000,000    0.00                   0                   0                    0        300,000,000        300,000,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2103.995
         728,750,900          367,146,100   66.50         728,750,900         159,799,700                    0      1,095,897,000      1,095,897,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2103
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan
Kehumasan
2106
Pengelolaan Humas dan Layanan Publik001
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
           1,120,000                    0  100.00           1,120,000             560,000                    0          1,120,000          1,120,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
           1,120,000                    0  100.00           1,120,000             560,000                    0          1,120,000          1,120,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212
lu_lrabstkb
Jumat, 13 Januari
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BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO




1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN  INI
Belanja Barang Persediaan5218
           2,000,000                    0  100.00           2,000,000                   0                    0          2,000,000          2,000,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
           2,000,000                    0  100.00           2,000,000                   0                    0          2,000,000          2,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
           3,960,000              720,000   84.62           3,960,000           1,750,000                    0          4,680,000          4,680,000Belanja Perjalanan Biasa524111
           7,200,000                    0  100.00           7,200,000           3,600,000                    0          7,200,000          7,200,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
          11,160,000              720,000   93.94          11,160,000           5,350,000                    0         11,880,000         11,880,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
          14,280,000              720,000   95.20          14,280,000           5,910,000                    0         15,000,000         15,000,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
          14,280,000              720,000   95.20          14,280,000           5,910,000                    0         15,000,000         15,000,000JUMLAH  BELANJA  OUTPUT   2106.001
          14,280,000              720,000   95.20          14,280,000           5,910,000                    0         15,000,000         15,000,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2106
       3,014,801,225          848,872,775   78.03       3,014,801,225         456,771,142                    0      3,863,674,000      4,017,771,000JUMLAH  BELANJA  PROGRAM    09.90.01
       3,021,041,225          865,037,775   77.74       3,021,041,225         456,771,142                    0      3,886,079,000      4,040,176,000JUMLAH  BELANJA  SUB FUNGSI    09.90
       3,077,071,225          865,037,775   78.06       3,077,071,225         456,771,142                    0      3,942,109,000      4,096,206,000JUMLAH  BELANJA  FUNGSI    09
       3,077,071,225          865,037,775   78.06       3,077,071,225         456,771,142                    0      3,942,109,000      4,096,206,000JUMLAH  BELANJA  CARA PENARIKAN    0
       3,077,071,225          865,037,775   78.06       3,077,071,225         456,771,142                    0      3,942,109,000      4,096,206,000JUMLAH  BELANJA  SUMBER DANA    01
       3,077,071,225          865,037,775   78.06       3,077,071,225         456,771,142                    0      3,942,109,000      4,096,206,000JUMLAH  BELANJA  JENIS SATKER     KD
       3,077,071,225          865,037,775   78.06       3,077,071,225         456,771,142                    0      3,942,109,000      4,096,206,000 JUMLAH TRANSAKSI KAS













UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah) 
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH S/D




1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         











SATUAN KERJA         
SULAWESI SELATAN
419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
JENIS SATUAN KERJA          : XX XXXXXXXXXXX
TRANSAKSI KAS
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0Tidak ada data....!
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0JUMLAH  PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0JUMLAH  PENGEMBALIAN BELANJA  OUTPUT       .
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA  KEGIATAN
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0JUMLAH  PENGEMBALIAN BELANJA  PROGRAM      .  .
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA  SUB FUNGSI      .
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA  FUNGSI
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA  CARA PENARIKAN
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0JUMLAH PENGEMBALIAN  BELANJA  SUMBER DANA
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA  JENIS SATKER     XX
                   0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0 JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS






LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
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PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(DALAM RUPIAH)
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     7
TRANSAKSI KAS
Penerimaan Dalam NegeriI
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK42
PNBP LAINNYA423
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta
Pendapatan dari Penjualan
4231
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN42312
              11,116,110                      0             11,116,110                      0                      0423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0.00
              25,485,000                      0             25,485,000                      0                      0423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0.00
              36,601,110                       0             36,601,110                      0                      0Jumlah Penerimaan 42312 0.00
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN42314
                 121,200                      0                121,200                 10,100                      0423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0.00
                 121,200                       0                121,200                 10,100                      0Jumlah Penerimaan 42314 0.00
              36,722,310                       0             36,722,310                 10,100                      04231 0.00Jumlah Penerimaan
              36,722,310                       0             36,722,310                 10,100                      0423 0.00Jumlah Penerimaan
              36,722,310                       0             36,722,310                 10,100                      042 0.00Jumlah Penerimaan
              36,722,310                       0             36,722,310                 10,100                      0Jumlah Penerimaan Dalam Negeri 0.00
              36,722,310                       0             36,722,310                 10,100                      0JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0.00
              36,722,310                       0             36,722,310                 10,100                      0 0.00JUMLAH PENDAPATAN
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PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN
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419570 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI































FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
KampusI:Jl.SIt.Alauddin No.63 Makassar TIp.(0411)864928 Fax 864923
KampusII:Jl H.M.Yttin LimpO No.36 Samata Sungguminasa―Gowa Tlp.841879 Fax.8221400




Perihal : Permohonon Izin Penelitian
Kepada,




Assalamu Alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa







Ekonomi dan Bisnis lslaFn UIN
Andi Nur Arlah
10800112064
Ekonomi dan Bisnis I,lam         l
Akuntansl
X(Sepuluh)
Jl.Mustafa Dg Bllngap Graha Sllrandar Peニュニュai2 BIok D/7
???
?
Bellllaksud melakukan penelitian dalam rangka penンusunan skripsi sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sttana.Adttun judul skripsinya“Peranan Elektronik Mo itoring
Pelaksanaan Anggaran(←MPAp sebagai sistem lnfoHmasi Akuntansi dalam ⅣIeningkatkan
lntegritas dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan pada Kantor Kementrian AgaIEla Kab.
Sittai"
Dcngan Dosen Pcmbimbing:  1.Mustakim M[uchlis,SE.,MoSi.,AL
2.Dr.H.Abdul Wahab,SE。,MoSi。
Unりk maksud tersebut kalni mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersallgkutan dap猛
diberi izin inelakukan penelitian di】《antor Kenlentrian Agama Kabupaten SinJai.
Demlkian harapan kanll dan terima kaslh.
r′″b′sα77 f











PEMER:NttAH PROVINSi SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
B:DANC PENYELENGCARAAN PELAYANAN PERIZINAN
Berdasarkan surat Dekan Fak ttkonorni dan Bisnis isiam UIN Alauddin Makassar Nomor
i1802/EB.1/PP 00 9/201 7 tangga1 22 Februari 201 7 perihaltersebut diatas, rnahasiswa/peneliti dibawah inil
Nomor  i 1804/S.01P/P2T/02/2017
Larrlpiran i







1. Dekan Fak Ekonorni dan Bisnis lslam UIN Alauddin Makassar
2. Pertinggat.
KepadaYth.







JI HM,Yasin LimpO No 36 Sannata Sun99tlrrinasa
Bermaksud utttuk rnelakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalarn rangka penyusunan Skripsi,dengan
ilJdlJI:=lPERANAN ELEKTRONIK MONITORINC PELAKSANAAN ANGGARAN(e…MiPA)SEBAC i SiSTEM
iNFORMASi AKUNTASNI DALAM MENINGKATKANINTECR:TAS DAN AKUNTAB:LiTAS PELAPORAN
KEUANAGN PADA KAttTOR KEMENTERIAtt AGAMA KAB,SiNJA:=・
Yang akan dilaksanakan dari:T91.Of♂raret s/dθザ′4prrJ 2θfア
Sehubungan dengan hal tersebut diatas,  pada prinsipnya kami tteryet可″′ kegi tan dirnaksuci dengan
ketentuan yang tertera di belakang suratizin penelitian_
Denlikian Surat Keterangan lni Ciberikan agar dipergunakan sebagairnana mestinya.
Diterbitkan di～4akassar
Pada tanggal:23 Februari 2017
A.n.GUBERNUR SULAWESISELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
鋼attAdministratorド帯翼淵誂a山
■ ||‐ ‐
t             ‐
A,M,YAMIN.SE.=MS,
Pangkati Pembina Utalpla Madya
l Nip i弩96105131990021002
KETttNTUAN PEMECANG iZi劉P NELITIAN:
1,  Sebelum daA sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan
melapor kepada BttpatilWalikota Cq, Kepala sappedttBa‖:b ngdai apabila
kogiatan dttaksanakan di Kab/Kota
2,  Penelitian tidak menyirnpang dartiizi露yang dibe職kan
3, 懇enteati  semua  peratuttn  pettndan9‐unda gan  yang  むed ku dan
mengindahkan adatisttadat setempat
4,  Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan lidak berlaku apabila ternyata
pemegang suratizin inittdak mentaal ketentuan tersebut diatas.
AEMENEE こヽANハVAHA RE「U DLIR‖■VVI■E‐|ハ
KAN丁OR KEMENTERUUttACAMA KABUPATEN S:NJAl
Jalan Jenderal Sudirman No- 8 Kabupaten Sinjai
Telpon (0482) 21A.96: Faksimili (O/,az) 22990






: Andi Nur Afiah
:  10800112064
: Akuntasi
Sinjai, 28 Februari 2017
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan tterpadu satu Pintu Bidang
Penvelenggaraan Pelavanan Perlzinan Peri)rintah
Propinsi Sulawesi Selatan
Makassar                   ,
Assalamu AlalkiJm VVr.VVb.
BeFdaSaFkan Surat Pemerintan PFOpinSi sulawesi selatan DinaS Penanarnan
Modal dan Pelayanan TeFpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan





Pekettaan Lembaga   : Makassar(S.l)Fakuitas Ekonomidan Bisnis
isiam UIN Alauddinルlakassar
Bermaksud untuk melakukan penelittan di Kantor Kementerian Agama Kab.Sinial
dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul:
“Peranan Eleli7"っnik Monitottng Peraksanaan AFggaran fe‐MPA)sebagaf
Sistem lnformasi Akuntasi da:am Meningkatkan integntas den Akun“bilitas
pe:aporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kab.Siniai''
Yang akan d‖ksanakan daritangga1 01 Maret sノd治
'l Apri1 201 7
sёhubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetului kegiatan
dirllaksud dengan ketenttran f
l.  Penelitian tidak rnenyirnpan dariizin yang diberikan.
2. Mentaati  semua  peraturan  perundang‐undangan  ya g  berlaku  dan
mengindahkan adatistiadatsetempatiakan tidak beriaku apab‖
a ternyata yなng3.  Surat izin dicabut kembali dan dinyal
bersangkutan tidak rnentaati ketentuan…k tentuan ya g berlaku.
Demikian disampaiКan untuk dlketahui sepedunya.
k Dah:an,MH
12311989031008







Andi Nur Afiah lahir di Sinjai pada tanggal 21 Februari 1994 
merupakan anak dari pasangan Roslan dan Nurhaedah. Penulis 
mulai memasuki jenjang pendidikan sejak di TK Kemala 
Bhayangkari Polres Sinjai kemudian melanjutkan pendidikan 
formal ke SD No.3 Sinjai Utara dan selesai pada tahun 2006. Di 
tahun yang sama, melanjutkan pendidikan di SMP 2 Sinjai Utara dan di SMA lulus 
pada tahun 2009. Pengalaman Organisasi dimulai sejak SMP dengan memasuki 
organisasi Saka Bhayangkara Polres Sinjai dan dijenjang SMA memasuki Organisasi 
paduan suara.  
Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke salah satu Perguruan 
Tinggi Negeri di Makassar melalui jalur UMM di Universitas Islam Negeri (UIN) 
Alauddin Makassar, dan tercacat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam Jurusan Akuntansi. Skripsi yang ada saat ini telah dikerjakan seoptimal dan 
semaksimal mungkin, demi perbaikan penulis terbuka terhadap koreksi dan evaluasi, 
baik itu tentang teknis penulisan maupun isi (content), penulis sangat terbuka untuk 
menerima dan merespon setiap masukan yang datang nantinya. Untuk memebrikan 
masukan dapat menghubungi penulis. 
